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ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek)

Oleh : Isnen

Ada empat alasan yang menjadi dasar untuk meneliti partisipasi
masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda. Pertama,
mengingat MI Miftahul Huda merupakan sebuah institusi pendidikan nasional
yang memiliki peran ganda, yaitu peran pengembangan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi dan peran membangun karakter bangsa dengan memiliki nilai-nilai
moral religius. Kedua, madrasah juga memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab
untuk menghilangkan dikotomi pendidikan, Ketiga, M1 Miftahul Huda merupakan
sekolah yang memiliki partisipasi-tinggi-Keempat, pada awalnya rumusan tentang
KS/M memiliki wewenang dam'-peran yang strategis, namun dalam
implementasinya lembaga ini {djanggap bumerang bagi kepala sekolah,

Penelitian ini, mengkaji tiga‘aspek secara mendalam, yaitu : pertama,
bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MI) Miftahul Huda; kedua, upaya
lembaga partisipasi masyarakat dalam™mendorong masyarakat berpartisipasi
terhadap MI Miftahul Huda; dan’iKetiga,pola kerja lembaga partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan mutu'pendidikan|di MI Miftahul Huda.

Pendekatan yang dipilih, unfuk|mengungkap keempat aspek tersebut
adalah penelitian  kualitatif—dengdn ““menggunakan metode wawancara,
pengamatan, angket dan dokumentasi;

Hasil penelitian secara umum'menunjukkan, bahwa MI Miftahu! Huda
merupakan sekolah yang bermutu dan memiliki partisipasi yang tinggi. Secara
khusus dapat diuraikan_ berikut ini: (1) bentuk lembaga partisipasi masyarakat
terhadap madmsah “diwadahi’ dalam..empat., lembaga \partisipasi, yaitu: (a)
partisipasi masyarakat Inas atau stakeholders=dalam’ KS/M: Untuk komite dibagi
dua, yaitu: Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Kehormatan (BK). BPH
fokus pada persoalan pengelolaan keuanpan sekolah yang transparan, akuntabel
dan demokratis, dan menyadarkan Tdsyarakat pentingnya berpartisipasi dan BK
lebih pada pengembangan pemikiran kurikulum, proses, dan pemberdayaan SDM.
(b) partisipasi orang| fua,siswa terwadah' dalam POS, difokuskan pada masalah
finansial, jasa, dan" barang(c) partisipasi dlufini lebih pada publikasi dan
pencitraan (bowlding image). (d) partisipasi masyarakat melalui patnership saling
menguntungkan (simbiosis mutualisme) melalui public relation (humas). (2)
upaya lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi
terhadap MI Miftahul Huda secara umum ada dua pendekatan, yaitu (a)
pendekatan bahasa keagamaan dan ideologis dan (b) pendekatan motivasi
kebutuhan pemenuhan diri (self-filfilment) atau pendekatan mutu; (3) pola kerja
lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu
melalui: (a) totalitas sistem administrasi dan (b) totalitas jaminan mutu.

Kata-kata kunci: partisipasi, masyarakat, sekolah/madrasah.



ABSTRACT

THE PUBLIC PARTICIPATION IN INCREASING THE QUALITY OF
EDUCATION
(Analysis Study to The Implementation of School Based Management at
MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek)

By : Isnen

There are four basic reasons for researcher in doing research about the
public participation in increasing the quality of education in MI Miftahul Huda.
Fris, MI Miftahul Huda is an national education institute so that it has double
function, namely to develop knowledge and technology and to build national
characteristic which has religious moral valuates. Third, MI Miftahul Huda is the
school that has high participation. Fourth, for the first time, the formulation of
KS/M consider strategic authority and role, but, in the implementation, this
institution is considered as thread-to-head-master.

This research discusses there-aspects. First, the type of public participation
at MI Miftahul Huda; second, the efforts of public participation agency in
encourage the society to participate infMI'Miftahul Huda; third, the frame work of
public participation agency in¢féase thequality of education at MI Miftahul Huda.

To explain the three aspects abovefthe résearcher user qualitative research
and interview method, observation, quéstionnaire, and documentary.

Generally,the results of research show that MI Miftahul Huda represents as
a school with good quality andhigh participation, Especially, it can be explained
that: (1) the types of public participationsat-school can be retained in the four
public participation agencies,. namely (a)(wide public divided into two kids,
Regular Managing Agency (RMA) ‘and Board of Honor (BH). RMA focuses on
the issue of transparent, accountable, and democratic school financial
management. they should enlighten to_society about the importance of public
participation. BH focuses more on.the. cufriculum; progess and empowerment of
Human Resource-Management; (b)=The stident-parental partieipation may come
into POS, focused on financial, service and, goods issues; (c) alumnus
participation must be concermned, into publication and image building; (d) public
participation may be sensed throughmutual partnership (mutualism symbiosis)
and through public relation; (2) the efforts.of madrasah and public participation
agencies will be neededi\to support public participation’at MI Miftahul Huda. In
general, two approaches hidve been consideted: (a) religious and ideological
approaches and (b) motivational approach for self-fulfillment or quality approach;
(3). the working pattern of public participation to make-up of quality of education
at MI Miftahul Huda. It becomes evident through: (a) administration system
totality and (b) quality insurance totality.

Keywords: participation, public, school/madrasah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa
salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia
merupakan kebutuhan mutlak;—termama-dalam menghadapi perubahan dan
perkembangan yang demikian pesatdi era global ini.

Hasil dari penelitian (pengendalian’ mutu pendidikan menyatakan
bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber
daya manusia dan insan yang-berkualitas-Memang secara kuantitas, kemajuan
pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas
perkembangannya,niasih belufii therata. *(Hal inifienjadikan bangsa Indonesia
jauh tertinggal dibanding ncpara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina
dan Singapura. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan terscbut
adalah dengan melaksanakan-pembangunan=di 'bidang pendidikan. Karcna
dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pada gilirannya akan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dan terus dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dibentuknyn

Badan Akreditasi Nasional yang bertugas untuk mengakreditasi sekolnh-

? Sukmadinata, Nana Syaodih, ct al, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
(Konsep, Prinsip dan Instrumen). Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 3



sekolah yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dalam konteks persekolahan terdapat dua kiasifikasi
utama, yaitu sekolah nasional dan sekolah asing. Sekolah nasional terdiri dari
sekolah swasta dan sekolah negeri. Sekolah tersebut secara kualitas, scbagal
hasil dari akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional,
dibagi menjadi tiga yaitu sekolah standar, sekolah mandiri dan sekolah
berstandar internasional. Sekolah standar adalah sekolah yang memiliki nilei
B dan C, sedangkan sekolah mandiri-adalah-sckolah yang memiliki nilai A.

Adapun kelompok sekolah, ketiga, vyaitu sekolah berstandar
internasional adalah sebuah sekolahgfnasional kelompok mandiri yeng
menjalani sebuah proses peningkatan Kualitas-sekolah yang berkesinambungan
sechingga nantinya mempunyai” statdar—internasional.’  Ada beberapa
komponen yang harus ditingkatkan “oleli sekolah nasional agar kualitas
komponen-konipanes | tersebilt"diakii CsScara T intémasiofial. Komponen-
komponen yang akan ditingkatkan kualitasiya,tersebut sepenuhnya monjadi
tanggung jawab sckolah itu sendiri sesuai dengan prinsip manajemen berbusin
sckolah (MBS).

Konsep MBS digulirkan bersamaan dengan bergulimya tema besar
dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan, yaitu pada tahun
1999, Secara konseptual, MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan
formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang

terdesentrglisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama

*Samitono. "SNBI Manajemen Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Nasional Bertaraf
Internasiona”™, dikutif dari hitp:{//www smal-slig sch id / accessed 6 Oktober 2010.



peningkatan, Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat
kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil
pendidikan®.

Selanjutnya menurut Slamet dalam Pelangi Pendidikan®, MBS adalah
model pengelolaan sekolah yang mendasarkan pada kekhasan, karakteristik,
kebolehan, kemampuan, kebutuhan sekolah dan bukannya perintah dari
atasan. Dengan batasan ini maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam
mengelola sekolah asal tetap dalam koridcr kebijakan pendidikan nasional.
Tidak ada lagi penekanan pada kescragaman, akan tetapi menjamin adanya
keberagaman, Dengan definisi fini, maka sekolah harus diberi otonomi dan
keluwesan yang lebih besar dalam mengeloja sumber daya pendidikan di
sekolahnya. Mengingat MBS memberikan ofohomi lebih besar, maka sckolals
harus lebih mandiri, Dengan kemandirian‘ini,/maka sekolah harus melibatkan
warga sekolah dan masyarakat-sekitarnya-untuksmendukung penyelenggaraan
pendidikan di sekolahnya karena ketergantungan terhadap pemerintah mulal
berkurang.

Keikutsertdan\dan_kesadara:N masyarakat sntuk memikul tanggung
jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudken
dakegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Karcna hal inl
sesuai dengan Prinsip Penyclenggaraan Pendidikan dalam PP* No 20/2003

yaitu:

! Abu-Duhou, Ibtisum, Sehool Hased Management, Terjemahan Norlamin Alnl Suparto,
Jakarta: PI' Logos Wocana llmu, 2002, hal xv

¥ Slumel,” MHS, Life Skill, KBK, CTL dan Saling Keterkaitannya™ , Pelangl Pendidikan,
Iidlist 11 Desember 2008, hal 13 - 25,



I. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi manusia.

2, Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan
kreativitas peszrta didik dalam proses pembelajaran.

3. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan pendidikan,

Masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003,
memiliki hak dan kewajibap-dalampenyetenggaraan pendidikan. Masyarakut
berhak berperan serta dalam perencanaan; pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi program pendidikan. YAdapun’ kewajibannya adalah memberikon
dukungan sumber daya dalam peayelenggaraan pendidikan. Lebih lunjut
partisipasi imasyarakat  datam7 pendidikan— bisa meliputi peran  sorto
perscorangan,  kelompok, keluarga, “organisasi profesi, pengusaha  dan
organisasi KemusyaraKdtan /dalam [penyélenggaradn /Aan ‘pengendalian mutu
layanan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan
mutu pelayanan “pendidiken “yang meliputi “perencanaan, pengawasan dan
evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan
dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan

prasckolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.



Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional
dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Seiring dengan komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat
sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, pada sam
ini telah terjadi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari
sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan, Dalam sistem
desentralisasi, daerah mempunyai otonomi penuh dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyérakat, sehingga’dengan otonomi tersebut daerah
mempunyai peran yang lebiii banyak dalam-merumuskan, memikirkan dan
meningkatkan partisipasi rakyatnya.

Bila otonomi pendidikan /dimengerti | sebagai proses kemandirian
sebuah sekolah (lembaga) dalam mengelola segenap sumber daya yung ada,
maka dunia pendidikan harus berjalan.sesuai dengan 6 tolokukur keberhasilan
desentralisasi  pendidikan, yokni kepentingan nasional, mutu  poendidikan,
clisiensi pengelolaan, pemérttan=pera serid/masyarakat dan skuntabilitay”.
Karenanya, untuk meéntnjang keberhasilan=implementasi otonomi pendidikan
perfu dialog dengan masyarakat sebagai sumber dan induknya. Dialog
dimaksudkan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang selama inl
terjadi, serta mencari  terobosan-terobosan  dan  pemikiran  barv  untuk

mengembungkan dunia pendidikan.

* Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 2600,
hal. 44



Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasl
pendidikan, maka penyclenggaraan pendidiken harus mengucu pado
kepentingan masyarakat yang komplek dan terus berubah, karenanya horus
dapat menyernp aspirasi anggota masyarakat dan dapat mendayagunakan
potensi masyarokat dan decrah,

Reformasi merupakan era baru, era keterbukaan. Reformasi ditandal
dengan dimulainya kehidupan demokrasi seluas-luasnya. Berbagai tuntutan
yang dilukukan oleh segenap-elemen-masyarakat termasuk di dalamnya insan
pendidikan terhadap pemerintahan baru, atads hak-hak otonomnya. Hari demi
hari bergulir isu otonomi, akhimya Presiden' BJ, Habibie pada tanggal 7 Mei
1999 mengeluarkan UU No222/1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah.

Tujuan dilimpahkannya-pelaksanaan-pendidikan kepada pemerintah
daerah seperti tercantum datam konsideran’ UU No.22/1999, adalsh untuk
memberikan pelayanan, pendidikan yadg" Iebili~menekdnkan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran_serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta
mendayagunakan potensi dan keanekaragaman daerah dengan tanpa
mengabaikan persaingan.dunia.global(globatvillage):

Ada dua macam otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang
dibebankan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks
desentralisasi. Pertama, desentralisasi politis. Desentralisasi  politls
menyangkut segala kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan

wewenang tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan cvaluasinya.

7 Malik, Fadjar , Holistik Pemikiran Pendidikan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009,
hal. 28



Kedua, desentalisasi administratif. Desentralisasi administratilf menyangkut
strategi pengelolaan kewenangan bersifat implementatif untuk melaksanakan
suatu fungsi pendidikan.®

Kebijakan ini akan berdampak langsung pada pengelolaan pendidikan
di daerah, baik berdampak pada perubahan kebijakan maupun persoalun
anggaran. Secara nasional kebijakan tersebut akan mempengaruhi perubahan
kebijakan politik nasional, baik secara institusional (kelembagaan) maupun
secara managerial. Kebijakansecarainstitusional dimaksud adalah perubahan
kebijakan yang semula diKendalikan jpemerintah pusat (sentralistik) yakni LI1)
No.2/1989 yang diturunkan- dalam ateran ‘PP No. 27, 28, 29 tahun 1990,
menjadi kebijukan yang dikéndalikan Pemerintah Daerah (Desentralistik) (UU
Na.22/1999),

Melalui Undang-Undang tersebut, pendidikan diharapkan berorientusi
kepadn mnfu, Tréleyan ‘denpan_Kdndisi Cglobal” [dan/kebutuhan  daerah, dan
merata pada masyarakat, setempat. Untuk menghantarkan agenda besar darl
Undang Undang terscbut, maka pemerintah menerapkan MBS yang
merupakan pilar ‘pendukungnya“adalah“Dewan-Perdidikan (DP) dan Komite
Sekolah/Madrasah (K8/M) sebagai kebijakan nasional.

Kebijakan demi kebijakan bergulir, pada manajemen pengelolaan dan
proses belajar mengajar ditandai dengan konsep Cara Belajar Siswa Aktif
(CBSA), link and match, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dan pada

konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah, ditandai dengan Persatuan

® Komisi Nasional Pendidikan, Menuju Pendidikan Bermutu dan Merara, Jakarta:
Laporan Komisi Nasional Pendidikan, 2001, hal. 31



Orang Tua Guru dan Murid (POMG), Badan Pembantu Penyelenggaraan
Pendidikan (BPPP), Majelis Madrasah (MM), dan Komite Sekolah/Madrasah
(KS/M).

MI Mifiahul Huda Jati Karangan Trenggalek merupakan salah satu
sckolah dasar swasta berciri khas islam di desa Jati. Dari tahun ke tahun
sckolah ini mampu meningkatkan mutunya. Keberhasilan ini tentu saja
tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan
keterpaduan dari komponen—pendidikan-baik yang merupakan masukan
instrumental, yaitu kurikulum, gtenaga, 7sarana dan prasarana, sistem
pengelolaan maupun masukan yang berkendan dengan faktor lingkungan. Dan
salah satu fator lingkungan yang yang dapat menentukan kenerhasilan sekolah
adalah adanya dukungan dan partisan‘dari-masyarakat.

Berdasarkan kenyataan’/tersebut -di’ atas, maka perlu dilakukan
penelitian bagaimanakah partisipasi-mas7arakatydi MI Miftahul Huda dalam
peleksanaan program peningkatan mutu pendidikannya sehingga sekolah inl
menjadi sekolah yang berkualitas tinggi. Penelitian dimaksudkan untuk
menganalisis partisipasi.masyarakat di sckolah.tersébut\dengan cara mengka)i
bentuk partisipasi masyarakat, upaya yang dilakukan badan partisipas|
masyarakat untuk mendukung MBS dan Pola kerja partisipasi masyarakat dl
M! Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek.

B. Rumusan Masalah
Dari pembahasan terhadap fenomena penelitian di atas, selanjutnyn

peneliti merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:



Apa bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda?
Bagaimana upaya lembaga partisipasi masyarakat dalam mendorong
masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda?

Bagaimana pcla kerja lembaga partisipasi masyarakat  dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini

secara umum berusaha untuk mengetahui_sejavhmana partisipasi masyarakat

terhadap peningkatan mutu pendidikan pada MI|Miftahul Huda Jati Karangan

Trenggalek tahun pelajaranv2010-2011 _dai) secara khusus penelitian ini

berusaha untuk menjawab tigaunasalaly yang t€lah dirumuskan tersebut di atas,

yaitu: memberikan gambaran yang sistematis mengenai:

2.

Bentuk lembaga partisipasi-masyarakat/di-MI Miflahul Huda

Upaya yang dilakukan lembaga partisipasi;masyarakatamtuk mendorong
masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda

Pola kerja lembaga partisSipasi masyarakat® dalam peningkatan mutu

pendidikan di MI Miftahu) Huda

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini

yaitu :

1.

Sebagai bahan untuk dijadikan masukan kepada pihak-pihak terkait
sebagai penentu kebijakan mengenai kondisi nyata di lapangan tentang

bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah.
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2. Sebagi upaya menyadarkan masyarakat dalam memberikan pemahaman

tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap madrasah.
3. Scbagai pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam peningkatan

mutu madrasah.
4. Dapat menjadikan bahan masukan dan menambah wawasan keilmuan

khususnya pada disiplin peneliti yaitu bidang pendidikan islam.

E. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa tulisan—baik—betupa makalah, diskursus, artikel
maupun jurnal ilmiah yang-mencoba menampilkan pandangan tentang topok
tentang MBS yang berkaitan, dengan - partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah
ada diantaranya studi tentang-MBS ‘yang-difokuskan pada langkah-langkah
sekolah dalam menyusun program kerja MPMBS, rencana anggaran, carn
sekolah mengimplémentasikar prografn. kefja~ MBSCKetercapaian dan
terlaksananya program, MPMBS, faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan MBS. Semua itu mendorong pada sekolah untuk mengambil
keputusan secaral partisipati{ yafig melibatkan=Seniud warga sekolah ( guru,
siswa, kepala sekolah dan karyawan ) serta orang tua dan masyarakut untuk
meningkatkan mutu sckolah berdasarkan kebijan nasional®,
Buku berjudul Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajoran durl

Lapangan untuk Mewujudkan Visi Dircktorat Pembinaan SMP, yang

diterbitkan UM Press, 2007, oleh Tim Peneliti Faisal {(ez.all). Beberapa hosl!

* Kayudi, “fmplementast MPAIBS di SMU Negeri 22, Surabaya ,2003



diterbitkan UM Press, 2007, olch Tim Pencliti Faisal (et.alf). Beberapa hasll

temuan, diantaranya adalah:

1. KS/M di scluruh satuan pendidikan dan daerah belum berfungsl sesual
dengan harapan, tetapi keberadaannya menunjukkan kecenderungan yang
baik dun cukup menjanjikan scbagai saluran sekaligus kekuatan pendorong
partisipasi masyarakat terhadap sckolah.

2. Ada isyarat bahwa idc-ide dasar partisipasi terhadap seckolah belum
dipahami dengan baik dan utuh baik oleh pejabat-pejabat Pemerintah
Daerah maupun oleh | anggota_DP, pengurus KS/M, dan juga kepala
sekolah,'

3. K5/M pada sekolah negeri lebih aktif dan berfungsi relatif baik, sementara
pada sekolah-sekolah swastamasih.berhadapan dengan masalah internal
sekolah dan belum berbagi/ peran’ dengan yayasan pemilik sekolah.
Meskipun sebagian, kasus==KS/M ¢di- ;sekelahssekelah swasta dapat
menjalankan fungsi dan memainkan peran dengan cukup baik"’

Tesis yang ditulis SUgihiarto, mahasiswa MSI-UIl dengan judul ™
penerapan MPMBS di| SMU \WNegeri | Balapulang /Fegal, ditulis pada tahun

2003" yang menekankan bahwa terdapat perbedaan prestasi akademik siswa

antara sebelum dan‘sesudah penerapan MPMBS tersebut'?.

"Faisal, Sanapiah ctall., Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelafaran durl
Lapangan untuk Mewufudkan Visi Direktobinaan SMP, UM Press, Malang, 2007, hal xxii

" 1bid., hal 348

1 Sugiharto, “Penerapan MPMBS di SMU Neger | Balapulang Tegal® Y ogyakurtn, MSI-
UL, 2003
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Sedangkan dalam kajian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian
tersebut diatas, namun lebih menitik beratkan pada aspek implementasi MBS,
yaitu menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu
pendidikan.

F. Kerangka Teori

Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 2000 membawa
pengaruh yang sangat berarti bagi dunia pendidikan di tanah air, karena dalam
kurun relative lama pendidikan_kita_dicengkeram oleh system yang begltu
kaku dan sangat sentralistik, sehingga kwalitas pendidikan tidak terlalu balk,
Jika dibandingkan negard-niegara ‘setingkat) Indonesia. Bagaimanapun juga
undang-undang tersebut dibuat dalam rangka memberikan keluasan kepnda
daerah untuk menyelengpgarakanotohemi~dderah, semua itu di maksudkan
untuk menghadapi tantangan’/“persaingan’ global dengan memberikan
kewenangan luaspnyatadaybertanggungjowab seearasproporsional,

Bertoluk dari pemikiran itu, maka lahirlah inovasi baru dalam bidong
pendidikan dengan pertimbangan=pertimbangan kontekstual daerah dimana
pengelolaan sckalah“berbasis_kemandirian.«Model=itu disebut Managjcmen
Berbasis Sekolah yang diasumsikan sebagi alternative dalam meningkatkan
mutu pendidikan, yang memberikan harapan baru terhadap perkembangan dan
kemajuan pendidikan melalui system desentralistik , SDM dan non SDM
yang ada disekolah dan luar sekolah diberdayakan. Pendidikan merupakan

tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah.



MBS yang didefinisikan sebagai : ™ School based managemeni refers
to form of education administration in which the school become the primary
unit for decision making it differ from more tradisional administrasion in
which central bewraucracy dominate in the decision making process.
(Managemen Berbasis Sckolab adalah merujuk pada suatu bentuk administrasi
pendidikan , dimana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan
keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk tradisional administrasi pendidikan,
yakni MBS adalah suatu bentuk-administrasi pendidikan, dimana sekolah
menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan)'’. Ini merupakan
suatu gambaran bentuk administrasi tait keeil utama dalam penyelenggaraan
sekolah, yang menurut suatu pemecahan masalah dalam mlingkupm sckoluh
yang berupa hak dan wewenang “Sekelah' untuk mengatur, mengurus,
menentukan dan memutuskan sendiri dalam bidang pendidikan sesuai dengan
kebutuhan sekdlah didagrah/miasing-masing.

Dengan Ilahirnya gnodel pengelola pendidikan, yakni manajemoen
berbasis sekolah ini, mempunyai implikasi terhadap system yang selama ini
berjalan tentang pendidikan yang melibatkar™masydarakat atau orang tua, yailu
dengan dibentuknya komite sekolah.

Dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dikemukakan Komlie
sckolah / Madrasah adalnh badan mandiri yang beranggotakan orang tun atou
wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berlungsl

memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah, dan bahwa Komlle

"Aril Nurawi, JAplikasi manajemen berbasis Sckolah (MBS) pada Madrasah * 1khluy
Beramal (Mei, 2002), hal. 33
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pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure

masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka

memberdayakan dan menjamin kwalitas pendidikan.

Namun betapa bagusnya suatu program atau konsep yang dijalankan
oleh manajerial tidak akan berjalan mulus manakala tanpa adanya dukungun
dan partisipasi dari masyarakat. Untuk itulah pelaksanaan Mangjemon
Berbasis Sekolah secara inklusif Komite sekolah terkait didalamnya adaloh
orang tua siswa dan masyarakat:

Sesuai dengan amanah UUada empat bentuk partisipasi masyuarakot
yang tergabung dalam DP dan KS/M, yaitu :

. Partisipasi dalam m¢mberi pertimbangan (advissory agency) dalam
penentuan dun pelaksanaan-kebijakan-pendidikan di satuan pendidikan.

2. Partisipasi dolam bentuk“memberikan dukungan (supporting agency) buik
yang  berwijud | \finghgial, [~ pemiKirdny T ™“maupuii” tenaga dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan (controling agency)
dalam rangka transparansivdan! akuntabilitas’pefiyelenggaraan dan haluan
pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan'*

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

l‘Depa.t‘f.emf:n Pendidikan Nasional, Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002, hal. 33
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Penelitian int adalah penelitian empiris (lapangan) maka data
primemya dari lapangan, kemudian bahan kepustakaan sebagian data
sekunder digunakan sebagai bahan perbandingan. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif,

a. Lokasi penelitian
Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat terhadap peningkatan mutuy
pendidikan (Studi analisis terhadap implementasi Manajemen 3erbasis
sekolah di MI Miftahul Huda) diiakukan di Madrasah Ibtidaiysh
Miftahul Huda Jatr’ Karangan Trenggalek, yang sckalipus sebagni
samplingnya.
b. Subyek Penelitian
Sebelum  [peneliti/ \mengemukakan  bagaimana  penelil
meneniukan subjekpenelitiaty’ iniz/ terlebih  dahulu  pencliti - aknn
mengupas,seeara scderhana=teptang istilah, Papulasivdan Sampel yanp
nmum dipergunakun untuk imenyebut subjek dalam sebuah penolition.
1) Populasi
Populasi_adalah keseluruhan “daritsubjek penelitian {sonun
clemen yang ada di dalam wilayah penelitian, Oleh karenunyn,
apabila seorang pencliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalnm

wilayali penelitian, maka penelitiannya merupakan  penelitinn
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populasi. Studi atau penelitinnnya discbut dengan studi populasl ntan
studi sensus.'®
Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang kami
maksud dalam penelitian ini adalah 212 orang wali murid dan 30
anggota kemite sekolah di MI Miftahul Huda Jati Karangan yang jika
diakumulasikan berjumlah 242 orang.
2) Sampel
Sampel adalah-sebagian—dari populasi yang akan mewnkili
keseturuhan populasi tersebut. Oleh |karenanya peneliti yang hanya
meneliti sebagian sajaldari popuilasi untuk pada akhimya digunakan
untuk menggencralisir seluruh populasi, dinamakan penelitian
sampel.'6
Pengambilar sampel ini’ bisa dilakukan ketika populasi dirasa
terlaluy bagyak dantidak-memungkinkanrefektifny@ sebuah penelitian.
Jelasnya, ketika jumlah populasi di bawah 100 maka semua populasi
harus diteliti, akan tetapt jika melebihi 100 maka peneliti dibolehkan
hanya menelitisampelyang besamya-antara<10 -15 % atau 20-25%

atau bahkan lebih besar, tegantung kepada: a) Kemampuan peneliti

dari segi dana, waktu dan tenaga; b) Sempit luasnya wilayah

BSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendckatan Prakiek Jakarta:Rineka
Cipta, 1993, hal. 108

16 1bid, hal, 109
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pengamatan dari setiap subjek; c) Besar kecilnya resiko yang
ditanggung oleh peneliti.!”

Dari pengertian-pengertian tentang populasi dan sampel di
atas, peneliti kemudian mengambil sample dari keseluruhan populasi
sebanyak 48 orang (20%) dengan menggunakan metode stratified
proporsional random sampling. Peneliti mengambil sampel masing-
masing 20% dari kelompok populasi yang sebelumnya telah peneliti
kelompokkan sesuai dengan jenis populasi.

2. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat
terhadap peningkatan mutu madrasah khmsusnya di MI Miftahul Huda Jati
Karangan Trenggalek —ini, menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan fenomenclogisl ) Penelitian _diskriptif adalah spatu metode
dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem
pemikiraf-ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekaramg, bertujuan
untuk membuat gambaran secara sistematis; faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifawgifat sefta hububgan- antar felomena yang diselidik.'®
Yang menarik dalam penelitian deskriptif adalah ia bertujuan untuk
mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku , yang didalam melakukan

penelitian  berupa  mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan

17 Ibid, hal. 112

'8 Moh. Nazir, mefode Penelitian , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 6



menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.'®
Sedangkan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami arti
peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi
tertentu.?’
Penelitian ini adalah studi analisis terhadap implementasi MBS di
MI Miftahul Huda. Untuk keperluan menjaring data kualitatif, penelitian
ini sampelnya dipilih swesuai dengan kebutuhan (purposive sampling)2!
Sampel yang ingin didapat dalam meneliti sifatnya adalah group nominal
yaitu berupa beberapa_pertanyaan yang| akan diajukan dalam rangka
memperoleh data yang dibutuhkan, sementara untuk pendekatannya lebih
ditekankan pada implementasi MBSnya.
a. Jenis Data
Jenis data dalam’-penelitian—-ini ada dua macam , yaitu dalp
primer dan\sekunder, Yang dimaksud dengan Jataeprimer adalah data
tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MI Miftahul Huda, ydfig meliputi :"bentuk partisipasi masyarakat, upaya
pendorong, | pattisipasi,_anasyarakat «.dan /pola kerja partisipasl
masyarakatat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Adapun

data sekunder adalah data pendukung tentang implementasi MBS di

19 Mardalis , Metode Peneltiian : Suatu Pendckatan Proposal, (Sakartn | Bumi Akaarn,

1995), hal. 26

hal. 9

2 1exi J. moleong, Metode Penclitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rogdakarya, 1999),

H g Nasution , “Mefode Research™, { Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal, 27
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madrasah, yang berupa buku-buku, modul-modul, materi-materi
pembelajaran dengan model MBS
b. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah ada dua macam, sumber
data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer dalah kepala
sekolah, guru, komite madrasah dan oramg tua siswa sedangkan sumber
data sekunder adalah buku-buku, catatan-catatan dan materi-materim
pelatihan tentang MBS.
3. Metode Pengumpulan ddta

Dalam usaha pengumpulan” data, yang diperlukan, peneliti telah
melakukan penelitian [kancah' dilokasi Ipenelitian yang telah ditetapkan.
Untuk pengumpulan semua data\diperlukan teknik pengumpulan data,
yaitu : Observasi, wawancara)/angket dan/dokumentasi.

Penelitian ini adalah jenis.pepelitian lapangan dengan pendekatan
fenomenologis dan merupakan jenis studi deskriptif ekplorasif. Dan untuk
mendapatkan data dilnginkany-digiiakan teknik sebagai berikut :

a. Metode observasi, betijuan untuk-mengetahui dan mengamati,Z secara
langsung kondisi umum MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek
b. Metode wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal

3

yang bertujuan untuk memperoleh informasi?®* Dalam halaini

wawancara langsung kepada kepala sekolah, komite madrasah, dan

2 Nagzir, “ Metode ., hal. 212

B Nasution , Metode Research, hal. 113
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orang tua siswa berkaitan denganm partisipasi mmasyarakat terhadap
madrasah.

¢. Metode angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada
responden dibawah pengawasan langsung dari peneliti®* Hal ini
dilakukan untuk menjaring beberapa pendapat dan informasi tentang
partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI
Miftahul Huda Jati karangan Trenggalek.

d. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dapat mendukung
kesempurnaan studi yang sudah terkumpul sebelumya.?> Dokumentasi
ini berupa data-datd, bulai-buku, dan-modul-modul pembelajaran yang
berkaitan dengan implementasi MBS di MI Miftahul Huda Jad
Karangan Trenggalek.

4. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data_terkumpul, langkah_selanjutmya adalah
dianalisa.“Teknik" analisa yang digunakan, akan tergantung pada pada
pokok permasalahan/dan jenis.data-yang‘erhasil dikumpulkan. Data yang
terkumpul dari“hasil pedelitianndianalisa-dengdn\ menggunakan metode
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul lalu disusun dan dikelompokkan
dengan menggunakan pembahasan  sedemikian rupa untuk
menggambarkan obyek penelitian, sehingga dapat menggambarkan
Jjawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk

pendalaman data memakai teknik analisis deskriptif.

2 bid , hal, 128

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur ,hal. 243
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Jjawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk

pendalaman data memakai teknik analisis deskriptif.

metode

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan

deskriptif ~ eksploratif.  Deskriptif dimaksudkan untuk

menggambarkan kinerja partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu

madrasah, sedangkan ekploratif dimaksudkan untuk memperoleh data

tentang implementasi MBS di MI Miftahul Huda Jati Karangan

Trenggalek.

H. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan bagian dalam tulisan'ini disusun dalam lima bab. Adapun

sistematika pembahasan dalain tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1

Bab I}

:Adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalgh
yang menjelasakan /tentang-\hakikat pendidikan beserta (ugns
ataupun tanggung jawab_pemerintah dan masyarakat terhadap
terlakasananya penyelenggaraan pendidikan dinegeri ini. Untuk
memudahkan pencliti.dalamuneclakukan penelitian, maka penelitl
membuat fumusafi masalah tujuan-penclitian , manfaat penolitlan,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelillan dun
sistematiaka pembahasan

:Adelah kajian pustaka. Pada bagian ini peneliti memaparkan
tentang bentuk lembaga partisipasi masyarakat terhadap sekolal.
Bentuk participasi masyarakat bisa berupa tenaga, berups
pemikiran dan berupa finansial. Partisipasi masyarakat dalam

pembiayaan (scperti SPP, amal jum’at, iuran registrasi,
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pada bagian ini peneliti juga membahas tinjauan (coritis tentang
pengertian partisipasi dan masyarakat, Studi Teoritik Konsep
partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan,
Partisipasi masyarakat Terhadap Sekolah Berbasis Agama ,
Partisipasi masyarakat dalam konsep MBS dan Pola kerja
lembaga partisipasi masyarakat.

Bab 1l  :Gambaran umum wilayah penelitian, meliputi sejarah
perkembangan, keadaan guru dan siswa serta program dan
fasilitas pendidikafi.

BAB IV :Hasil Penelitiany)dan ™ Pembabasan, pada bab ini peneliti
menampilkan, bentuk lembaga Mpartisipasi masyarakat, upaya
pendukung partisipasi /masyarakat, dan pola kerja lembaga
partisipasi masyarakat/dalam nieningkatkan mutu madrasah.

BABV  :Kesimpulan, weliputikesimpulan,dan saran-saran.



BAB 11
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MBS
A. Partisipasi Masyarakat
Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang definisi partisipasi
masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, partisipasi masyarankat
dalam pendidikan, partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama,
partisipasi masyarakat dalam| tkonsep MBS~ dan pola kerja partisipasi
masyarakat.
1. Pengertian Partisipasi
Pengertian (entang partisipasi ‘secara”formal adalah turut sertanyn
sescorang, buik sccara mental”maupun “emosional untuk memberikan
sumbangan kepddas, prodces /pefibiatan kephitisan /mergénai  personlun
dimana kelerlibatan  pribadie orang yang, bersangkutan melaksanakon
tanggung jawab untuk melakukannya.®
Lebih juult 'dijelnsKan “olch Keitlr Davis” dalam  Sastropoctro?
bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan
emosi/perasaan sescorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai
tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas

®H.A.R. Tilar Talizuduhu, Manajemen Pendidikan Nasional Kajion Masa Depan,.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103

TSantoso  Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam
Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni, 1988, hal. 13
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setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksannannya
terhadap proyek-proyek pembangunan.?’

Selanjutnya Korten dalam Khadiyanto®® mendefinisikan partisipasi
scbagai suatu tindekan yang mendasar untuk bekerjasama yang
memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasi
baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain?
Poerbakawatja memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala
demokrasi dimana orang—diikutsertakan dalam perencanaan suatu
pelaksanaan dari gejala_sesuatu, yang berpusat pada kepentingannya dan
juga ikut memikul tanggung,jawab _sesuai dengan tingkat kematangan dan
tingkat kewajibannya.

Lain halnya dengan-defimsi.partisipasi menurut Suherlan dalam
Khadiyanto.”® Menurutnya;/partisipasi-diartikan sebagai dana yang dapat
disediakan y atauy dapaty dihermary sebagai--sumbangan~ atau kontribusi
masyarakat pada proyek-proyek pemerintah, Selain itu, partisipasi juga
dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah,
strategi dan kebijakan.pembangunan.yang.dilakuken oleh pemerintah sertn

keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat

pembangunan.

2 Ibid., hal. 33

2 parfi Khadiyanto, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Untt Sekolah Baru.
Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 28-29

2 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta. Penerbit: Gunung Agung,
1981, hal. 209

30 parfi Khadiyanto, Partisipas., hal. 29
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Dari beberapa pengertian tentang partisipasi di atas, Khadiyanto®'
merumuskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan
masyarakat dalam  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk
meningkatkan kemauan nienerima dan kemampuan untuk menanggapl,
baik sccara langsung maupun tidak langsung sejak dari  gogasan,
perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

2. Pengertinn Masynrakat

Masyarekat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumilah
orung dalam suatu tempat (etentiyang menunjukkan adanya pemilikan
norma-norma hidup befsama walaupun, di dalamnya terdapat berbagai
fapisan antara lain lingkimganssostak? Selain itu, menurut AW. Wijaya, ™,
masyarakat didefinisikan'-sebagai“sekefompok orang yang mempunyai
identifikasi sendiry yang/membedakan dengankelompgk-lain dan hidup di
dalam wilayah atau dagcrah tertenty secara tersendiri. Kelompok ini, baik
sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara
kelompok itu] Sekelompok.erang dapat dikatakanmasyarakat apabila di
dalamnya terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain.

Selain itu, definisi masyarakat dalam Undang-Undang No. 20

tahun 2003 dijabarkan scbagai kelonpok Warga Negara Indonesia

' Ibid., hal, 31
32y B. Suparlan, Kamus Istilah Pekerfaan Sosial. Yogyakarta; Kenisius, 1990, hal, 85

BAW. Wijaya, Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat. Palembany
Presindo. 1985, hal. 34
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nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan. Adapun istilzh masyarakat menurut Purwanto® merupakan
konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau
organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan.
3. Studi Teoritik Konsep Partisipasi Masyarakat

Ide meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah
merupakan kebijakan nasional pendidikan di Indonesia.’*Kebijakan
pembentukan Komite _Sekolah—di—satuan pendidikan dan Dewan
Pendidikan di tingkat| propinsiqdan kabupaten/kota, merupakan wujud
nyata upaya konkrit"'pemerintahd untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat terhadap sekolah. KS/M dan DP diharapkan berfungsi sebagal
wadah untuk menggalang—pefansserta—masyarakat terhadap sekolah,
Kehadirannya diharapkan berfungsi—secara optimal selaku badan
pertimbanganppehdukungipengontrol, dan mediator bagi upaya perbaikan
dan kemajuan sekolah.*¢

Konsep awal kebijakan ini ditandai dengan penerapan kebijakon
desentralisasi | atau otonomisasi pendidikan/secara nasional, diwujudkan
pelaksanaannya melalui penerapan kebijakan MBS di sekolah, MBS
menurut Suryadi merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yany

bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemiliki atau stakeholdery nsll,

MNgalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung,: PT Romajs
Rosdakarya. 1987, hal, 188

"’Undang-Undm\g Republik Indonesia, No. 25 Tahun 2000 renfang Progrom
Pembangunan Nasional (Propenas), Bandung; Citra Umbara

* Keputusnn Menteri No, 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
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yaitu masyarakat.*’Sementara Nanang Fatah®® menyebutkan bahwa, MBS
adalah suatu pendekatan politik yang yang bertujuan untuk mendesain
ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala
sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan
kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang (ua
siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan
dengan memindahkan oforitas dalam pengambilan keputusan dan
manajemen ke setiap yang—berkepentingan di tingkat lokal (local
stakeholder). Dalam pelaksanaan perli diterapkan fungsi manajemen
dengan baik mulai dari’pctencaniaan, pengawasan, dan pembinaannya.
Komponen sekolah yarg dikelola depgan baik dalam MBS adalah
kurikulum, program pengajardn, kesiswaan, keuangan/TU (administrasi),
tenaga pendidik, saranaprdsarana, dafl partisipasi masyarakat (Komite
Sekolah) ™

Secara teorifiks, tanpaknya tidak mudah mendorong dan
menggalang masyarakat untuk berpartisipasi secara luas terhadap sekolah.
Karena konsep“partisipdsi‘se€ara substantif-adalaliReterlibatan atau peran
serta masyarakatl sccara sukarela, baik pemikiran ataupun matern serta
tenaga yang mereka miliki untuk memajukan sekolah, Hingga pada tahap

puncaknya adalalr masyarakat memahami dan menyadari bahwa lembaga

37 Sanapiah, Faisal et.all., Partisipasi, hal. 4

*Nanang, Fatah, Konsep Manajemen Berbasisis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah,,
Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 5

% Benny, Suselyo, Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta® LKiS, 2005.hal. 36
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sekolah adalah milik bersama masyarakat dan menjadi simbol kemajuan
bersama. Hal ini menurut Harper (1986) dan Baldridge (1975), soporti
dikutip oleh Faisal er.af/, bahwa partisipasi atau pendukungnya
senantinsa bersifat sukarela, mercka bergabung atas dasar pilihan atau
ketetapan hati yang sifainya sukarela,

Menurut Lane dan Corman (1997), konsep partisipasi tidak hanya
"passive relationship” tapi “active relationship”, artinya bahwa jaringan
hubungan tidak sekedar-berpela—guru-tnurid, orang tua anak, atasan-
bawahan, sekolah-orangtua musid danZemacamnya, sebagaimana pada
umumnya yang berlaku di masyarakat, tetapi jaringannya bisa lintas peran
dan institusi agar berbagai komponen dalam masyarakat bisa "duduk
bersama", saling berhubungan, “berkemunikasi secara komunikatif,
mendengar, memberi dan~menerima, saling memahami dan berbagi
sehinggal terdiptd ikatay masyarakatCyarg~$emakin Kuat solidaritasnya,
mereka berkembang _.menjadi _semakin, saling mempercayai dan
menunjang. Dengan begitu, rasa kepemilikan (ownership) dan tanggung
Jawab masyarakat teshadap-gekolahilakan=berkémbang, membudaya, dan
bevkelanjutan.

Apakah mungkin muncul begitu saja, masyarakal sccara scrin
merta berpartisipasi terhadap sekolah? Tampaknya mustahil pelembagaan
partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah secara otomatis

memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas untuk berpartisipayi

0 Sanapiah Faisal et.all., Partisipasi., hal. 10
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terhadap sekolah. Sebagaimana hasil temuan Faisal et.af/. dan tim peneliti
ICW, menunjukkan bahwa pelembagaan partisipasi masyarakat dalam
bentuk KS/M justeru menimbulkan konflik baru. Keberadaan KS/M pun
dianggap mengurangi substansi maknra otonomi sekolah yang diwujudkan
dalam konsep MBS itu sendiri, Pemerintah tanpaknya scdang panik dalun
mengelola pendidikan. Jika implementasi komite hanya sampai pada
menggalang dana orang tua siswa sebagaimana temuan terdabulu, maka
pelembagaan partisipasi masyarakat-dalam bentuk komite tidak perlu ada.
Toh sekolah dari tahun keiahun, femutama sekolah swasta telah
menunjukkan partisipasi yangtinggiterhadap sekolah,

Lalu, bagaimana-taranya untuk menyadarkan masyarakat luas agor
dapat memahami tentang—pértinya—peran swasta (masyarakat) dalam
pengelolaan sekolah? Dan harus dimulai 'dari mana? Serta apa langkah-
langkahpdan [atad steategifvang arug diterntpuh dntul_hendapatkan pam
partisipan maou atau bergabung dalam suatu gerakan sosial dalam hal Inl
berpartisipasi terhadap sekolah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harua
segera dijawab untuk” menyelesaikan “kempleksitas persoalan dalam
pengelolaan pendidikan di tanah air.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyann ini sebagaimana pada
rumusan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawabnya
dengan menggunakan beberapa teori yang ada. Diantara teori-teori

tersebut yang digunakan adalah:
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Pertama, karena berpartisipasi terhadap sekolah yang digalang
pemerintah adalah kerja sosial, maka salah satu teori yang digunakan
untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah
adalah menggunakan teori gerakan sosial. Menurut Ismail (2006) seperti
yang dikutip oleh Faisal*'bahwa para partisipan mau bergabung dalam
suatu gerakan sosial tidak terlepas dari keinsyafan dan kesetujuan para
partisipan itu sendiri terhadap faham beserta cita-cita yang dituju oleh
gerakan sosial tempat mercka (para partisipan) itu bergabung. Mereka
menyetujui, menerima, dan merasa mantap dengan cita-cita gerakan sosial
dimaksud. itulah yangumembuat mercka| berketetapan hati (rela) untuk
bergabung dan terlibat>memperjuangkan faham beserta cita-cita yang
diusung oleh gerakan sosial bersangkutan.| Dengan kata lain, kesukarelann
para partisipan untuk bérgabung’dalem’ suatu gerakan sosial npa pun
menandakanjadanya penerimaan-dangkeinsyafan merekarterhadap cita-cita
yang diperjuangkan yang hendak dicapai melalui gerakan tersebut. Dun
mereka memang sepaKat ‘pada’ filosofi dan ideologi yang ditawarkan
(untuk diperjnangkan) oleh_gerakan_sosial fempatiya bergabung tersebut,
Konsep ini oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin'?
menyebutnya dengan faktor idiologis. Jika suatu gerakan sosial tidak
ditopang oleh ideologi, maka akan menghadapi ketidakpastian yong

berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Blumer, gerakan sosinl yany

Wthid, il 8

" lmron,Arifin, Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multl Situs dan Multt Kasus Dalam
Penelivtan Kuathiarlf, Makalah Penelitian Kualitalif’ bagi Dosen PTAI se-Kopertais Wilayah 1V,
Malung Unisima, 2000, hal 88
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dirancang oleh svatu kelompok perlu merumuskan kerangka ideologinya
yang berisi lima hal penting, yaitu: pernyataan tujuan gerakan; kritik
terhadap struktur; doktrin sebagai justifikasi tujuan gerakan; seperangkat
kepercayaan dan; mitos gerakan.

Kedua, karena yang digerakkan untuk berpartisipasi terhadap
sekolah adalalah masyarakat pedesaan, dan salah satu cii masyaraknl
pedesaan adalah masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya dunin
pendidikan, masyarakat_yang mau_bergabung terhadap suatu organisnsi
sosial karena organisasy sosial tersebut“memenuhi kebutuhan dirinys, don
masyarakat yang sudal/lebih maju_(inaSyarakat modern), meka salah satu
teori yang digunaken delam penelitian ifi adalah teori motivasi. Salah saty
teori motivasi yang digunakandalam penelitian adalah teorinya David
McClelland. Menurut Me Clelland, soperti yang dikutip oleh Armstrong™
dan Mulyasi*'menycbytkan= bahwaskebutuhan yang=menjadi motivasi
sclinp orang adalah ada tiga kebutuhan yaitu: (a) kebutuhan untuk
berprestasi: yang disebut sebagai kebutihan untuk berhasil bersaing; (b)
kebutuhan untuk\beratiliasi: yanp disebut §ebagai-kebutuhan berhubungan
yang hangat dan bersahabat dengan orang-orang lain; dan (c) kebutuhan
untuk berkuasa: yang disebut sebagai kebutuhan untuk mengendalikan
atau mempengaruhi orang lain. Bahwa setiap individu bergabung terhadap

suatu organisasi sosial tertentu, akan terdorong atau termotivasi oleh tiga

 Michel, Armstrong Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia,
Alih Bahasa: Cikmat et.al., Jakarta; PT, Elex Media Komputindo, 1990, hal. 73

“ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung:PT. Remaja Rosda Karys, Celakan
ke Sepuluh, 2006, hal, 123
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faktor ini, yaitu untuk mendapatkan prestasi. Prestasi yang dimaksudkan
dalam konteks ini penghargaan. Karena setiap individu ingin dihargai oleh
suatu komunitas dalam lingkungannya. Kemudian setiap individu juga
terdorong oleh keinginan untuk bergabung (berafiliasi) dengan masyarakat
lain karena faktor persahabatan, kekerabatan, kesukuan, atau bentuk-
bentuk promordial lainnya. Kemudian juga setiap individu terdorong olel
kebutuhan ingin berkuasa. Karena kepentingan politik kekuasaan inilah
banyak orang kemudian.ingin-bergabung pada organisasi sosial, terutanmu
para politisi kepartaian. Mereka_ingin-dikenal, karena itu meraka harus
bergabung dengan organisasi,sosial Kerriasyarakatan apa pun.

Ketiga, karena-untuk| idenggerakkan masyarakat berpartisipasi
terhadap sekolah berbasis-agatria, dalam-hal ini sekolah Islam, maka dalam
penelitian ini juga, akair”'menggunakan konsep-konsep Islam unfuh
menggerakkan, masyargkar-berpantisipasi tethadap sékolah. Peran agnmi
begitu determinant (mmenentukan), dan, terbukti efektif’ untuk mendoromg
setinp individu  berpartisipast (erhadap sekolah. Karena dalam  ajaran
agama, lerdapat kohsep tentanig fostabildibkhattar(berlonmba-lomba dalam

kebajikan); Firman Allah SWT ;
I T R A A R R AR
Gipar 1 (oS0 0l 155550 U ol o3 T52,200 Gl 3 dgry N
- - a1 Ve -
@ (s JS e A )

"Dun bagi tinp-tinp umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
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sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasn alos
segala sesuatu,”™

ta'awun (tolong menolong); Firman Allah SWT;
[ s dar
""" :'J L ": l’ ".‘ . . - . . ’-‘
oryadly ST Je 15505 ¥ 388005 A1 & 155005

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kobajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dnn
pelanggaran.™

bekerju ikhlas (tanpa pamrih), watawdi shaGbisshobri watawal shabil
marhamah (berpesan untuk bersabar dan kasih sayang); Firman Allah
SWT :

(i RAIL 121555 2l 1501535 1 ke (il 50 6 28

"Dan dia (Tidak” puld)iterfasuk orang-orang yang beriman dan
saling beg)esan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih
1!4

sayang.
Berjama 'ah (berorganisasi) dan.bentuk-bentuk lainnya, Dan memang fakta
menunjukkan demikian, bahwa banyak orang berafiliasi (bergabung)
dengan [suatu ‘organisasi sosial-didorong oleh pfinsip-prinsiajaran agama
tersebut. Jika prinsipjini diterapkampada suatu sekolah, maka pada sekolah
tersebut akan terdapat konsep partisipasi_masyarakat yang hakiki, oleh
Lane dan Corman (1997),"disebut defigai kohsep "active relationship".
Sementara oleh Nelson menyebutnya dengan partisipasi demokrasi

(democratic  participation) yang menonjolkan kekuasaan warga

(citizenship) (TheBritish Council, 2001).

4 QS.Al-Baqoroh (2):148
46 0S. Al-Maidah (5):2

47 Q8. Al-Balad (90):17
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4. Pactisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pendidikon
sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak
dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakal berhak
berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluas
program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan
sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi
masyarakat dalam pendidikan_bisa_meliputi peran serla perseorangan,
kelompok, keluarga, | otganisasi profesi, pengusaha dan organisas
kemasyarakatan dalam (penyelengparsan)dan pengendalinn mutu tayonan
pendidikan,

Partisipasi  masyarakat’ “dalani”_Ipendidikan  berperan  dalam
peningkatan mutu pelaymian’pendidikan yang meliputi  perencanaan,
pengawasan dangevaluasigprogram, pendidikan. Keikutsertaan masyorakal
ini dapat  diwujudkan_dalam bentuk Komite Sckolah atau Dewan
Pendidikan.

Dewan|| Pendidikan_adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan
memberikan pertimbungan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi
dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.*® Adapun

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan

*“®Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung:
Citra Umbarg, 2006, hal. »li
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dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarang serla pengawnsan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”” Dengan kata lain, komite
sckolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta imasyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.*

Adapun tujuan dari-Kemite-Sekolah adalah untuk mewadahi dan
menyalurkan aspirasi masyarakat,dalamZnelahirkan kebijakan operasional
dan program pendidikan diysatuangpendidikan, meningkatkan tanggung
jawab dan peran serta| miasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan serta—mericiptakan—suasana dan kondisi transparan,
akuntabel dan demokratis’ “dalam “penyelenggarean dan pelayanan
pendidikan yéng bermuta disatiatpendidilkarn

Dalam menjalankan, tugasnya, Komite Sekolah berperan sebugui;
(a) Advisory agency atau pemberi pertimbangan dalam penentuan dun
pelaksanaan kebijakan-pendidikan di-satuan ‘pefididikan; (b) Supporiing
agency atau pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (c)
Controlling agency atau pengontrol dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (d)

2 Ibld,

% Keputusan Menteri No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekotah
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Medliator atau perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat
di satuan pendidikan.

Berdasarkan petunjuk Direktur Madrasah dan Pendidikan Agana
Islam (MAPENDA) Dirjen Kelembagaan Agama Istam  Departomen
Agama R1, bahwa struktur organisasi KS/M®' adalah sebagai berikut:

Pertama, keanggotaan. Keanggotaan KS/M berasal dari unsur yang
oda dalam masyarakat, yang terdiri dari: (1) unsur masyarakat yang borasal
dari: orang tua/wali peserta_didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,
DUDI, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni dan wakil
peserta didik untuk Madrasali™Aliyali; (2) unsur Guru paling banyak 15%
dari jumlah anggota K§AM; (3) unsur ydyasan; (4) Badan Perwakilan Dosa
atau lainnya yang dianggap_perla, dapat pula diikutkan; (5) Perwakilan
siswa bagi Madrasal Aliyah; dan/(6)jumlah anggota KS/M disesusikan
dengan kebutuhan,dan jumlah gasal.

Kedua,  kepengurusan,  Kepengurusan KS/M  ditetapkan
berdasarkan AD/ART yang-sekurang-Kurdngnya seorang ketua, sekretaris,
bendahara, dan bidang-bidang terentd sestiai defigan kebutuhan. Pengurus
Komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan
ketua, dianjurkan bukan dari kepala sekolah menangani urusan

administrasi dan bukan Pengawas Madrasah,

"Departemen Agama Republik Indeonesia, Pedoman  Komite  Nekolah, Dirjon
Kelembagaon Agama Islam, Jakarta, 2003, hal. 16-18
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Pengurus KS/M ditetapkan berdasarkan kriteria berikut: (1) dipilih
dan dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka; (2) masa kerja
ditetapkan oleh anggota KS/M; (3) jika diperlukan, dibantu team ahli.

Mekanisme kerja pengurus KS/M dapat diidentifikasi sebagai
berikut: (1) pengurus KS/M terpilih bertanggung jawab kepada
musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan AD/ART; (2)
pengurus KS/M menyusun program Kkerja yang disetujui melalui
musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan
pendidik peserta didik; (3) apabila peagurus KS/M terpilih dinilai tidak
produktif dalam masa/)jabatafiyad maka musyawerah mnggote dupnl
memberhentikan dan | mengganti dengan kepengurusan baru; dan (4)
pembiayaan Pengurus KS/M.diambil dari anggaran KS/M yang ditetapkan
secara musyawarah.

Katiga, ADvdany ART. jKS/M-wajibsmemilikicAD dan ART. AD
sekurangkurangnya memuat: (1) Nama, tempat, dan kedudukan, (2) Dasar,
tujuan, dan kegiatan; (3) K€ahggotaan dan kepengurusan; (4) Hak dan
kewajiban; (§) Keuangan;_(6) Mekanisme kerja-dan rapat-rapat; dan (7)
Perubahan AD/ART dan Pembubaran Organisasi. Dan ART sckurang-
kurangnya memuat: (1) Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dun
pengurus KS/M; (2) Rincian tugas KS/M; (3} Mekanisme rapat; (4) Korju
sama dengan pihak lain; dan (5) Penutup.

Gambar berikut menampilkan hubungan Komite Sekolah dalam

struktur organisasi Komite SekolalvMadrasah.
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Ketua ara Sumber
Bcnduhalru Sekretaris
Anggota
GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KS/M UNTUK SATU SEKOLAH

Ketua/Wk Ketua ----- Nara Sumber

Bendahara Sekretaris

Ahgpota

Kelterangan:
Hubungan Instruktif
Hvbungan koprdinatif

GAMBAR 2,2
STRUKTUR ORGANISASFKS/M UNTUK BEBERAPA SEKOLAH
5. Bentuk Partisipasi Masyafakat

Pada subbab terdahmulutelah diurajkan bahwa pelibatan masyarakat
dalam pendidikan adalah dengan memberikan dukungan sumber daya
yang ada. Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas karenn
tidak hanya berupa pendanaan saja. Hal ini mempertegas pendapat Keiths
Davis dalam Sastropoetro Dewan Pendidikan®® bahwa bentuk partisipasi
masyarakat adalah berupa: (a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (b)
sumbangan spontan berupa uang dan barang; (c) mendirikan proyck yang
sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi

yang berada di lvar lingkungan tertentu (pihak ketiga); (d) mendirikan

%2 Santoso, Sastropaetro, Partisipasi., hal. 16
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proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyaraka;
(e) sumbangan dalam bentuk kerja; (f) aksi massa; (g) mengadakan
pembangunan di kalangan kuluarga desa mandiri; (h) membangun proyek
komuniti yang bersifat otonom.

Selain itu, Konkon dan Suryatna®* memberikan tawaran bahwa
partisipasi dapat diwadahi dalam bentuk : (a) buah pikiran, dalam hal ini
seperti rapat, diskusi, seminar, pelatihan dan penyuluhan; (b) tenaga,
seperti gotong royong; (c) harta benda; (d) keterampilan.

Adapun bentuk ‘partisipasi yang, mungkin dari wadah tersebul
menurut Konkon adalah/sebapaiyberikut:(a) sumbangan tenaga fisik; (b)
sumbangan finasial, (¢) sumbangan materia; (d) sumbangan moral
(nasihat, petuah, amanat);?(e) sumbangan‘k¢putusan.

Selanjutnya, Keith® Davis. dalam~ Sastropoetro™ mengemukakan
beberapa jenis partisipasi quasyarakat=Meuurutnya jenis-jenis partlsipasi
masyarakat meliputi: (a) pikiran; (b) tenaga; (c) pikiran dan tenags; (i)
keahlian; (¢) barang dafi¢f) vang:

6. Partisipasi Masyarakat Terhadap SekolgheBerbasis Agama

Konsep partisipasi masyarakat terhadap sckolah berbasis agama,
terutama madrasah, dilihat dari aspek historis-filosofis, justru mendopnt
tempat khusus bapi masyarakat Muslim, dari tahun ke tahun. Konsoep

partisipasi yang belakangan dikembangkan ini dianggap terlambat.

53 Konkon dan Suryatna, Sejarah Azas-Azas dan Teori-Teori Pengembangan Sosial,
Bandung: LP3s IKIP Bandung, {978, hal. 1

% Santoso Sastropoetro, Partisipasi., hal. 16
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Muhaimin, menyebutkan bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh
dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat muslim itu sendiri.
Schingga madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep pendidikan
berbasis masyarakat (community based education) dengan partisipasi
masyarakat sebagai pilarnya. Indikatornya madrasah sampai saat ini masih
tetap eksis, karena landasan filosofis berdirinya didorong oleh spirit agama
dalam rangka pengembangan ajaran Islamiyah. Hingga saat ini kurang
lebih 90% jumlah madrasah yang masih eksis di Indonesia adalah lembaga
pendidikan yang dikelola; oleh swasta.~Sedangkan sisanya bersatatus
negeri.” Dengan demikidn partisipasi masyarakat terhadap madrasah lebih
besar dari sekolah non madrasah¢

Ada pun menurunnya-\minat-—masyarakat terhadap lembngn
pendidikangIslam,"madrasah“-dewasa iniy lebib~disebabkan oleh hcgemoni
politik kekuasaan. Baik.hegemoni politik global, regional, nasional,
maupun lokal. Hegemoni politik global dan regional dapat ditandai dengun
pengambil alihan' kekuasaati~Sebesarbesarnya "oleh ‘Barat, dan hegemoni
nasional dan lokal dapat ditandai dengan pelarangan aktivitas pendidikan
Islam dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditandai dengan
keluarnya Inpres SDN No.10/1973 tentang pengambil alilun
"kepemilikan" sekolah yang sebclumnya milik masyarakat menjadl mllik
pemerintah, Tantangan-tantangan yang besar ini lab, yang dlhadopl

madrasah dalam perjalanan s¢jarahnya.

[80

S Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hal,
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Dampak Inpres membuat lembaga pendidikan Islam menjadi
kurang percayadiri, karena dianggap sekolah nomor dua. Bersekolah di
madrasah karena di sekolah negeri tidak diterima. Dan ini masih terasa
hingga saat ini. Sehingga kedepan akan terjadi sebaliknya jika sekolah-
sekolah Islam berbenah meningkatkan mutu layanan, mutu proses, don
mutu keluaran.

Berkaitan dengan partisipasi terhadap sekolah berbasis agoma,
berbagai temuan menunjukkan bahwa, masyarakat lebih f(ertarik
berpartisipasi terhadap sekolah-sekelah berbasis agama dari pada sokolah
yang bukan berbasis agama. Pada sekolah berbasis agama ini lebih muda
menggerakkan masyarakat’ untuk”bergabung terhadap sekolah duri pada
sekolah umum. Karena sekolah berbasis-agame sudah memiliki potonai-
polensi besan puntuky mendorongy) masyarakat sberpartisipasi terhadap
sekolah. Misulnya tokoh-tokoh agama dan ajaran-ajaran agama yang
dianut masyarakat itu sendiri.

I°%  yang= ditapofKan* oleh Margono, di

Temuan” Taisal~“et.al
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Anggapan masyarakat
umum di Amuntai ini, bahwa masyarakat mau berpartisipasi terhadap
sekolah asal untuk kepentingan agama. Masyarakat lebih tertarik
membesarkan SMP Assasun Najah berbasis agama dari pada SMP Negeri
7. Pada SMP Assasun Najah ini tidak memungut biaya pendidikan

(pendidikan gratis), dan untuk biayanya bersumber pada amal masyarakat

% Sanapiah, Faisal et.all,, Partisipasi., hal. 112
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dipungut melalui malam dana (saprah amal) yang diselenggarakan oleh
pengelola pondok. Kasus ini juga sama dialami di Mandailing Natal,
Propinsi Sumatera Utara, seperti dilaporkan oleh Sanapiah Faisal, Hasil
temuan menunjukkan bahwa, sekolah umum hampir seluruhnya berbasis
negara. Sangat kecil sekolah umum berbasis masyarakat. Sebaliknya,
sekolah-sckolah keagamaan hampir seluruhnya berbasis masyarakal, dan
kecil sekali berbasis negara.’’ Penelitian ini dengan  mengambil
perbandingan antara SME-Muhanunadiyah 40 dan SMP Negeri 3. Temuan
Faisal menunjukkan bahwa masyarakat meninggalkan SMP Negeri 3 lebih
disebabkan oleh kepald! sekolah® dalaml) memimpin anak buahnya dan
melakukan komunikasi> dengan | masyarakat. Sementara untuk SMD
Muhammadiyah 40 menunjukkdn bahwa-masyarakat berpartisipasi karena
berbasis agama dan kesamaan-ideotogi-gerakkan. Dan masyarakat merasa
senang sebagai denatuystetap terhiadapr sekeolah Muhdimmadiyah, Karena
dengan dimasukkan sebagai donatur, mercka dapat berinfak.

Untuk mendorong “dan “menyadarkan masyarakat berpartisipasi
terhadap sckolah, bukaplahstatu pekegaanyang-mudah. Akan tetapi nkan
menyita banyak pikiran, banyak tenaga, dan banyak materi, Karena yany
digernkkan adalah masyarakat, sementara masyarakat adalah manusia, dan
manusia adalah makhluk individu, Setiap individu memiliki karakicristik
sift yang unik, khas, dinamis (berubah-ubah), dan berbeda-beda. Maka

hal yang terpenting adalah bagaimana mencari formulasi yang tepat,

ST thid, hal. 76
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dengan berbagai upaya, strategi, dan langkahlangkal konkrit yang dapat
menyentuh hati para partisipan agar mau bergabung dengan lembaga
partisipasi masyarakat yang dibentuk, Diantara bentuk-bentuk straloyl
untuk mendorong dan menyadarkan masyarakat agar berpartisipaal
terthadap sekolah adalah pendekatan ideologis, pendekatan motivasi, dan
pendekatan sosial keagamaan. Tiga bentuk strategi gerakan ini lah,
barangkali akan memberikan terapi yang tepat untuk mendapatkon
partisipasi permanen atau-rasa-kepemilikan (owaership) terhadap sekolah
dapat terwujud sesupi- impian. Tanpa | strategi dan langkah-langkah
tersebut, konsep partisipasijterhadap sekolah khusunya di Indonesia akan
mengalami kebuntuan!

Untuk itu, aspek—yang ‘terpenting yang harus diketahui pihak
sekolah dan komite adalal“aspek”kultur ‘dan apa yang menjadi motivasi
masyarakat, sekitamya.sSetiapraktifitas apapun gang™dilakukan manusia
sangat tergantung pada_aspek motivasinya. Aspek motivasi ini dalam
pandangan Islam dikenal dengan istilah "niat". Sebagaimana dalam sebuah
riwayat dijelaskanl bahwa/ innemal. ‘amalia/~binniyar” (tiap aktifitas
tergantung pada niatnya).">® Artinya, Islam melihat etos dan motivasi
partisipasi masyarakat setiap umatnya cukup dilihat pada bagaimana niat
atau motivasi seseorang. Jika niat atau motivasi masyarakat berpartisipasi

itu ibadah, maka masyarakat secara sukarela dengan penuh keikhlasan

*8Abu Isa Abdulloh bin Salam, Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawi - Syaikh Shalih
Alu Syatkh Hafizhohulloh, dikutip dari hitp://muslim or.id, / accessed 8 Oktober 2010.



berbondong-bondong berpartisipasi terhadap sekolah. Dengan demikian,
sekolah dan komite akan mudah mendapatkan partisipasi masyarakat |uas.

Menurut Mulyasa,” bahwa keberhasilan suatu  organissi
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam
maupun dari luar. Dari berbagai faktor tersebut, menurot Mulyasa motivasi
merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggeraklkan
faktor-faktor lain kearah etcktivitas kerja. Dalam konteks tertentu motivasi
sering disnmakan dengaipmesin dankemudi mobil, yang berfungsi sebagi
penggerak dan pengarah.

Dari sini dapd(’ dikatakand babwa, tiga steategi ini, stratopl
pendckatan ideologis, stratcgi pendekatall motivasi, dan pendekatan sosial
keagnmaan  memiliki Lperan<strategis “dan sangat menentukan  unluk
mendoronga dan membangun kesadaran’ masyarakat agar berpartisipasi
terhadap sekolaly Untuly ireedibutahkam kepemempinatyang clektif, baik
dari kepala sekolah_sebagai pionernya, maupun dari Komite Sekolah
sebagai mitra sekolah Karena hanya dengan kepemimpinan yang efektif,
yang mampu meénggerakkan suatu_roda, organisasi menjadi organisasi
modemn. Dan masyarakat modern-rasional, hanya mau bergabung dengan
komunitas modern yang terbuka dan dinamis.

a. Motivasi Partisipasi Masyarakat .

Di sini perlu pembahasan khusus mengenai motivasi,
mengingat salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan teori motivasi.

% Mulyasa, Manajemen., hal. 119



Istilah mativasi sering digunakan secara bergantian dengan
istilah kebutuhan (need), keinginan (want), dorongan (drive), dan
gerak hati (impuls). Hersey dan Blanchard (1989) menyebutkan istilah
tersecbut merupakan motif, sedangkan motivasi adalah kekuatan yang
mendorong seorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motif
menurutnya masih bersifat potensial, dan aktualisasinya dinamakan
motivasi, serta pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan
nyata. Dengan demikian, motivasi adalah keinginan untuk berbuat
sesuatu,. sedangkan miotif adalah kebutyhan, keinginan, atau dorongan.

McClleland;(1985) menyebutkan bahwa motivasi adalah unsur
penentu yang mempengaruhi perilaku yang terdapat dalam setiap
individu. Motivasi adalah daya pengperak aktif, yang terjadi pada saat
tertentu, terutama jika kebutuban -untuk mencapai tujuan sempat
dirasakan atau mendesak.

Sementara Armstrong™ menyebut bahwa "moti" adalal
sesuatu yang memulai‘gerakan.\Sedangkan motivasi adalah sesuatu
yang membnat orang bertindale—ataus bergenilaku dalam cara-carn
tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada
mereka dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk memastikan
bahwa mereka sampai kesana Bermotivasi adalah ingin pergi kesuatu

tempat berdasarkan keinginan sendiri, atau terdorong oleh apa saja

60

Michel, Armstrong, Sert,, hal. 68-69
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yang adu ogur dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapul
keberhasilan setelah tiba di sana."

Arustrong kemudian membagi motivasi menjadi dua baglan
yaitu; (a) motivasi buatan (extrinsic): apa yang Anda lakukan terhadup
orang untuk memolivasi mercka; dan (b) motivasi hakiki (intrinsic):
fuktor-faktor dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi orang untuk
berperilaku atau untuk bergerak kearah tertentu.

Dengan demikian motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan
orang untuk mencapai;tujuan erganisasi. Memberikan motivasi adalah
memastikan bahwa orang bergerak ke|arah yang kita inginkan agar
mereka kerjakan dan -apa yanglingin“mereka kerjakan tidaklah perlu
bersamaan. Sasaran meotivasi adalah-untuk mencapai rasa memiliki
tujuan bersamaydengan jmemastikan=bahwa~sejauhemungkin keinginan
dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan para
anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis.

b. Komite Sekolah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong masyarakat agar secara sadar berpartisipns
terhadap sekolah, bukanlah pekerjaan mudah. Tapi membutuhkan
pikiran, tenaga, dan waktu atau proses yang panjang. Masyarakat tidak
serta merta mendukung program partisipasi terhadap sekolah, sebelum
mereka memahami dan menyadari apa itu partisipasi. Setelah
masyarakat menyadari dan memahami, tentang pentingnya perun

mereka terhadap sekolah, belum tentu juga, mereka akan serta meria
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langsung bergabung dengan sekolah untuk berpartisipasi. Tapi ada
tahapantahapan lain yang menentukan mereka bergabung atau tidak
dengan sekolah. Tahapan-tahapan lain yang dimaksud adalah seberapa
besar manfaat yang diberikan pihak sekolah untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Jika menguntungkan kepentingan mereka, maka
mereka akan bergabung dengan sekola, jika tidak memberikan
manfaat, maka mereka akan mencari sekolah lain yang akan
menjanjikan harapan_mereka. Proses ini oleh Amrstrong®' disebut
proses motivasi. [Proses motivasizdimulai oleh seseorang yang
mengenali secara | gadak,_atau_tidak |svatu kebutuhan yang tidak
terpenuhi.

Proses ini |menumut’ Amrstrong dapat digambarkan sebagai

berikut:

Menentukan
Sasaran
NIencapai
ASAran

GAMBAR 2.3

PROSES MOTIVASI
roses motivasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu: (a) pengalamon,
Orang belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika pengalaman di dalam

moengambil tindakan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakal

S ibid., hal. 70
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memandang bahwa tindakan tersebut membantu mencapai sasaran mereka.
Jika, peﬁgalaman masyarakat sebelumnya kurang begitu berhasil, maka
masyarakat kemudian enggan berpartisipasi terhadap sekolah tersebut; dan
(b) harapan. Kekuatan harapan sesungguhnya mungkin didasarkan kepada
pengalaman masa yang lalu. Masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah,
tetapi mereka menaruh harapan yang besar terhadap sekolah tersebut. Jika,
harapannya terpenuhi, maka partisipasi masyarakat pun meningkat, Jika
tidak, maka masyarakat kemudian hilang kepercayaan terhadap sekolah
tersebut, bahkan menarik dukungannya terhadap sekolah tersebut dan
mencari sekolah yang laifi sesuai haraparnya.

Jika, pihak komc dan| sekolafi ingin mendapatkan partisipasi
masyarakat luas yang “sebesarbesarnya, | maka aspek yang terpenting
adalah bagaimana komite/dan sekoldah hars memahami apa yang menjadi
motivasiy masyarakat dalam= prencapai j kebutuhannya: Karena  tanpa
memahami apa yang menjadi motivasi masyarakat yang diajak untuk
bergabung dengan sekGlah™tersebut, ‘maka masyarakatpun sulit untuk
bergabung dengan‘sekolah.tersebut,

Untuk itu, sekolah perlu meningkatkan prestasi-prestasi atau mutu
sekolah yang sedang menjadi trend di masyarakat., Dengan meningkatkan
kualitas sekolah dan berbagai prestasi yang dicapai, maka komile dun
sekolah tidak mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  partisipns
masyarakal. Karena menurot Armstrong, hubungan antarn motivasi dan

prestasi adalah sesuntu yang positif. Dalam pengertian bahwa meningkatnya
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partisipasi masyarakat terhadap sekolah akan menghasilkan lebih banyuk
usaha dan prestasi sekolah yang lebih baik. Bentuk hubungannya adalah
hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi, sebagaimana gambar

berikut:

A

Motivasi Prestasi Sekolah

7 3

GAMBAR 2.4
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN PRESTASI SEKOLAH

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Konsep MBS
[stilah MBS merupakan ferjemalian darinischool-based manajemen'',
Muncul pertama kali di Amerika- tahun 1970-an sebagai alternatif untuk
mereformasi pengelolaan pendidikan. Reformasi diperlukan karene kinerjn
sckolah sclama ‘puluban] tahun |gagal™meniinjukkantpeningkatan berartl,
memenuhi  (untutan perubahan<lingkungan sekolah. Tuntutan perubahon
lingkungan sekolah antara laim~tuptutan, dunia-kerja, IPTEK, sosial, ekonomi,
hukum, dan politik. Lulusan sekolah pada saat itu di bawah standar tuntutan
berbagai bidang kebutuhan yang mengakibatkan kekecewaan banyak kalangan

yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak lamgsung.62

Menurut Slamet, bahwa MBS terdiri atas tiga asal kata, yaitu
manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berarti koordinasi dan

penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai

————

Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta:Grasindo,
2003, hal. 24
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tujuan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya "berdasarkan
pada" atau "berfokus pada". Dan sekolah merupakan organisasi terbawah
dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan
"bekal kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar ketentuan yang
bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi untuk
SDM).

Slamet menyimpulkan, MBS adalah pengkoordinasian dan penycrasian
sumber daya yang dilakukan secara otoriomi oleh sekolah melalui sejumlah
input manajemen untuk mencapai, tujuan’sekolah dalam kerangka pendidikan
nasional, dengan melibatkan-'semua“kelompok kepentingan yang terkait
dengan sekolah secara langsung /dalam proses pengambilan keputusan
(partisipatif). Kelompok kepertingan.ineliputit/kepala sekolah dan wakilnya,
guru, siswa, konselor, tenaga administratif jorang-tua siswagtekoh masyarakat,
para profesional, wakil pemerintah, wakil organisasi pendidikan.®

Dalam tinjauan A. Garton menyebut MBS identik dengan school an
the community (sekolah dan-masydrakat),“Merturdthyaschool and community
adalsh suatu rumusan dasar tentang masalah-masalah hubungan antara sckolsh
dan masyarakat (Stokholder), yang erat berkaitan dengan iklim kehidupnn
masyarakat dan sekolah.%

MBS scbagai paradigma baru dalam mengelola pendidikan nasional,

merupukan inovasi kebijokan pendidikan baru yang harus dikembangkun

* Departemen Perdidikan Nasional; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Acuan Operasional dan Indikator Kinerjo Komite Sekolah, Jakarta, 2004, hal. 2526

“Richard, A.Garton, School  Administration, (Dubuque  lowa:Wm.C.Brwn
Campany, 1976), hal. 374
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dalam rangka memecahkan kompleksitas persoalan pendidikan. Konsep MIIN
mengedepankan peningkatan mutu terpadu, sehingga dapat dijudikan
kebijakan strategis dalam implementasi pendidikan yang diprakarsai sekolah
dan daerah. Terwujudnya konsep ini apabila didukung oleh partisipasi penuh
dari segenap masyarakat atau stakeholdersnya. Tanpa partisipasi, MBS sepertl
kehilangan ruh, Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Suryadi, "MBS
merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan
mengembalikan sekolah kepuda™ pemilik atau stakeholders asli, yaitu
masyarakat"s® Fatah®® menyebut MBS adalah |pendekatan politik, bertujuan
mendesain ulang, pengelolaar sekolah'dengammemberikan kekuasaan kepada
kepala sekolah dan meningkatkan/\partisipasi masyarakat dalam upaya
perbaikan kinerja sekolah yang mencakup/gury, siswa, KS/M, orang tua siswa,
dan masyarakat. JMBS ymengubah jsistem=pengambilan gkeputusan dengan
memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang
berkepentingan di tingkat lokal (Jocal stakeholder).
1, Latar Belakang Historis’ MBS
Meskipun Departemmen Pendidikan Nasional menganggap MBS
merupakan model baru dalam kebijakan pendidikan nasional, akan tetupi
banyak kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut sudah pernuh
diterapkan pada era pemerintahan Sukarno. “M. Surya ketua PGRI, yang

diwawencarai tim peneliti ICW, menilai bahwa jauh sebelum konsep ini

6 Paisal Sanapiah et.all., Partisipasi. hal. 4

66 Nanang Fatah, Konsep., hal. 5
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dibicarakan, Indonesia sebenarnya sudah sempat menerapkannya seckitar
tahun 1950-an. Namanya memang bukan MBS, tetapi cesensi yang

87 Kesempatan lain B.Sudjanto menyatakan hal yang sama,

dibawah sama
bahwa Indonesia sejak lama telah menjalankan MBS. Walaupun kemudian
terpotong ketika Suharto memimpin. Menurut Sudjanto pada awal 1960-
an, yang mendirikan dan mengelola sekolah adalah masyarakat, kemudlun
diubah menjadi alat untuk mereproduksi nilai-nilai rezim Orde Buru
melalui kebijakan-kebijuKannya, ‘Digulirkannya SD Inpres oleh pemerintnh
Orde Baru pada 1970-an, ménand@i kembalinya peran negara dalum
pendidikan. Bahkon negara berpérafi pada, hal-hal terkecil dalam sckolah,
seperti penentuan seragann Keadaan inilnh kemudian terkuburnyn MBS
versi  lama®".  Menurut) Tilaar,))\ pemerintah  memang  scngajo
menghancurkan, sckolah-sgkolah_yang. dibangun masyarakat. Dibuat dan
diciptakan image, sekolah negeri dibuat negara jauh lebih baik dibanding
sckolah swasta. Pada "hal” menurut Tilaar, "dulu sekolah swasta yang
dikelola masyarakat‘berkembang sangat. pesat?’y=Tilaar memberi contoh
pesantren. Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir dan
dibesarkan dalam suatu masyarakat demokratis.

Terlepas dari pro dan kontra soal keberadaan MBS di Indonesia,

yang jelas legal formal MBS baru diterapkan pasca reformasi. Dampak

S7Ade [rawan, et.all., Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis
Sekolah di, Cet I ( DKI Jakarta, Indonesia Corruption Watch,2004 ), hal. 38

“ Jtid., hal. SO

% Ibid, hal. 50-51



reformasi mendorong olonomi terhadap segala aspek kehidupan. Salub
satu dampak yang dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan adalah
otonomi sekolah yang dituangkan dalam konsep MBS. MBS ditetapkan
Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2000. Keputusan ini
kemudian diikuti oleh sekolah di semua level SD/MI hingga SMA/MA.
2, Tujuan dan Manfaat MBS

MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat
merupakan respon pemerintal’ tethadap pejalah-gejalah yang muncul di
masyarakat, bertujuan | -untyk meningkatkan efisiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan, “Peningkatan efisiensi antara lain, diperoleh
melalui keleluasaan mengolah sumber daya partisipasi masyarakat dan
penyederhanaan birokrasi. Sementara ‘peningkatan mutu dapat diperoleh
antara lain, melalui ,partisipasi. erangstua, terthadap sekolah, fleksibilitun
pengelolaan sekolah dan_kelas, peningkatan profesionalisme guru dun
kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Peningkatan
pemerataan antara | ‘lain “diperoleh—mnielaui £ peningkatan partisipasi
masyarakat yang memungkinkan pemerataan pemerintah leblh
berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pado
sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap
sekolah.”® Fatah,”' menyebutkan MBS adalah suatu pendekatan politlk
yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan

memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan -

™ Mulyasa, Mangjemen., hal. 25

" Nanang Fatah., Konsep., hal. §
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partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang
mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. Selain itu,
MBS memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa yang
dikarenakan adanya peningkatan penggunaan sumber daya dan personal,
peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan keterlibatan
masyarakat dalam pendidikan.”

MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan
memindahkan otoritas ddlam'pengambilan\keputusan dan manajemen ke
setiap yang berkepentingan digtingkat lokal (local stakeholder). Menurut

3 setidaknya terdapathbeberapa manfaat MBS, diantaranya

Mulyasa’
adalah: (a) memberikan kebebasan dan. kekuasaan yang besar kepudo
sekolah disertai seperangkat)  tanggung| jawab; (b) otonomi yang
memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya . dan pengembangan
strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat iebih
meningkatkan kesejahteraangura schingga dapat lebih berkonsentrasi
pada tugas; (c) keleluasaan_dalam mengelola sumber daya dan dalam
menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme
kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin
sekolah; (d) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyusun
kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukon

eksperimentasi-cksperimentasi dilingkungan sekolahnya, dengan demikiun

mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin

 Drury and Levin, School-Based Managcment, ERIC Eugene OR, 1995, ha, 99

» Mulyasa, Manajemen., hal. 27
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pendidikan di sekolah; (e) penyusunan-penyusunan kurikulum selokiil,
rasa tanggap sckolah tcrhadap kebutuhan setempat meningkot dan
menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dapal
dimuaksimalkun melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnyn orung
tun  dapat mengawasi  langsung  proses  belajar anaknya; (1) MRS
menckankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-
sckolah swasta, sechingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta
didik, dan masyarakat/ Juas—dalam' perumusan-perumusan keputusan
tentang pendidikan, hal -ini ‘kemudian ~akan meningkatkan komitmen
mereka terhadap seckolah; (g) “sebagain kontrol dari masyarakat dan
monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi Iebih akuntabel,
transparansi, egaliter, dan.Cdemokratis, ~serta menghapuskan monopoli
dalam pengelolaan, \pendidikans=, ()~ prestasi, peserta didik dapat
dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua.
3. Alasan Penerapan dan Dasar Kebijakan MBS

Departemen "Pendidikan' Nasiondl=memberikan sepuluh alasan
penerapan MBS, yaitu: (a) dengan memberikan otonomi yang lebih besur
kepada sekolah, maka sekolah akan lebih aktif atau kreatif meningkatkan
mutu sekolah (b) dengan pemberian fleksibilitas atau keluwesmn-
keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber
dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dun
memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan

mutu sekolah (c) sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang,
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dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan
sumber dayanya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya (d) sekolah
lebih mengetahui lembaganya, khususnya in put pendidikan dan
didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dun
kebutuhan peserta didik; () Pengambilan keputusan yang dilakukan oloh
sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak
sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya; (f) penggunaan
sumber daya xspendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol
oleh masyarakat setempat; (g) keterlibatan semua warga sekolah dan
masyarakat dalam pengambilan” keputusan sekolah menciptaknn
transparansi dan demokrasi yang\schat;”(h) sekolah dapat bertanggung
Jawab tentang mutu pendidikan kepada-masing-masing pemerintah, orang
tua peserta didik,jdan masyarakaty pada; umumnya,csehingga dia akon
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapal sasaran
mutu pendidikan yang telah direncanakan; (i) sekolah dapat melakukan
persaingan yang “sehat-déngan sekolah=sékelah’Idin untuk meningkatkan
mutu pendidikan melalui upaya inovasi dengan dukungan orang tua
peserta didik, masyarakat, dan Pemerintah Daerah setempat; (j) sekolah
dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang
berubah dengan cepat.

Kebijakan MBS ditandai dengan UU No.22/1999 tentang
pemerintahan otonomi daerah. Kemudian UU No.25/1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
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Daerah, dan PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Dan pemerintah
memperkokoh pelaksanaan MBS melalui UU RI No.20/2003 tentang
Sistem Pendidkan Nasional.

4. Dua Pilar MBS

MBS merupakan paradigma baru manajemen pengelolaan
pendidikan di era reformasi. Eksistensinya hanya mampu bertahan pada
sistem pemerintahan yang demokratis’ Begitu juga di sekolah, MBS dapat
berjalan efektif dan efisien Gila’ kepala sckolahnya memiliki model
kepemimpinan demokratis."Jika“tidak maka di sana terdapat kepincangan-
kepincangan dalam pengelolaan/\dan pengendalian mutu pendidikun.
Karena konsep MBS menghendaki sistem/pengelolaan pendidikan yang
demokratis,transparansi, dan-akuntabilitas.

Agar partisipasi masyarakat berjalan efektif, efisien, dan optimal
dengan prinsip demokratis, fransparansi, dan akuntabilitas, maka
pemerintah membentuk<"wadah partisipasi’ masyarakat sebagai pilar
penegak MBS yakni, DP dan KS/M. Kedua lembaga ini dibentuk sebagui
wadah menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyurakut
terhadap sekolah.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam panduen umum DI’ din
KS/M bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang
pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandungan,

aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasl,
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transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah DP di
tingkat kabupaten/kota dan KS/M ada pada tingkat satuan pendidikan™
a. Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serla
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisicnsl
pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Namanya bersifat genorlk,
karena bisa diganti dengan nama lain yang sesuai kondisi dan kebutuhan
daerah masingmasing/, Lembaga" ini_ \bersifat otonom dan tidnk
mempunyai  hubungan™ hierarkhisdinas | pendidikan kabupaten/kotu
maupun lembaga pemerititah laintiya.

Adn beberapa | tujuan’ /yang ingin dicapai melalui Dewan
pendidikan, yaitu: (a) mewadahi dan'menyalurkan aspirasi dan prakarsn
masyarakat dalam, melahirkan_kebijakan dan program pendidikan; (b)
meningkatkun tanggung jawab dan peran serta aktif dari scluruh lapisan
masyarakat dalam penyeléfiggaraan pendidikan; (c) menciptakan
suasana dan | Kondisitransparan, lLakuntabel/"dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pclayanan pendidikan yang bermutu.

DP juga berperan sebagai pemberi memberi pertimbangan
(advissory agency); pendukung (supporting agency); pengontrol
(controling agency); mediator antara pemerintah dengan masyarakat

disatuan pendidikan,”

™ Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, Pandauan,.hal. 33

B thid.
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Dewan Pendidikan juga menjalankan beberapa fungsi: (a)
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) melakukan kerja sama
dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (c) menampung dan
menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan
yang oleh masyarakat; (d) memberikan masukan, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada pémerintah’daerah/DPRD mengenai: (1) Kebijakan
dan program pendidikan; (2) Kriteria’ kinerja daerah dalam bidang
pendidikan; (3) Kriterid tenagd Kependidikan, khususnya guru/tutor
kepala satuan pendidikan; (4) Kriteriafasilitas satuan pendidikan; (5)
Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (e) Mendorong orang tuu
dan masyarakat berpartisipasi dalamgpendidikan; (f) Melakukan cvoluasi
dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggarnon, dun
keluaran pendidikan.

. Komite Sckolah/Madrasal (KS/M)

KS/M adalah nama atau badan yang berkedudukan di sckolah,
baik pada jalur sekolah maupun jalur lua sekolah atau beberapa sckolah
yang sama di suatu komplcks yang sama. Nama KS/M merupakan nama
generik.  Artinya, nama badan disesuaikian dengan kondisi dan

kebutuhan masing-masing sekolah, seperti Komite Sekolah, Komite
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pendidikan, Komite luar sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau
nama lain yang disepakati.”

UU Sisdiknas No0.20/2003 BADB I, pasal 1 ayat 25 menyobutkan
buhwa KS/M adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua
dan/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan’’.Dalam Panduan DP dan KS/M, KS/M merupakan
suatu badan atau lembaga non profit dan non politik, dibentuk
berdasarkan musyawdrah 'yang "demokratis oleh para stakeholdoer
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari
berbagai unsur yang bértanggung jawab|terhadap peningkatan kualitas
proses dan hasil pendidikan.”

KS/M merupakan,/sebhuah//lembaga otonom yang mewadahi
partisipasi  masyarakat, yang--dibentuk .pemerintah, dengan tujuan
umumnya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara
MBS juga merupakan sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang
memberi otoriomi1 yang lbas’kepada-satuan’ pefididikan untuk mengelola
sekolahnya dalam rangka mencapai mutu pendidikan nasjonal. Konsep
implementasi MBS menuntut adanya bentuk partisipasi masyarakat
untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan. Sementara bentuk
partisipasi masyarakat terhadap sekolah diwujudkan berupa KS/M.

Sehingga KS/M dianggap sebagai ruh atau sub sistem dari MBS.

™ Ibid., hal.20
7 UU Nomor 20 tahun 2003, rentang., Hal. 75

 Departemen Pendidikan Nasional, Panduan., hal. 18
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Sebagai sebuah lembaga modern tentunya KS/M memiliki suatu
sistem kelembagaan tersendiri untuk menjalankan peran, fungsi dan
tugas pokoknya. Fungsi sistem kelembagaan inilah yang kemudian akan
mengelola, mengatur, membina dan membangun lembaga KS/M.
Lembaga ini dalam implementasinya merupakan bagian dari
pelaksanaan MBS itu sendiri. Karena lembaga ini secara khusus
dibentuk sebagai wadah berkumpulnya masyarakat luas berpartisipasi
terhadap sekolah. Sementara-implementasi MBS juga membutuhkan
partisipasi masyarakat| luas, (Karena, KS/M merupakan bagian atsu sub
sistem dari MBS, mika untuk™ menpgukur keberhasilan/kesukscran
kinerja lembaga KS/M kita dapal melihal pada unsur-unsur pembentuk
sislem itu berjalan secary, efekiif) dan éfisien atau tidak, Dalam KS/M
adalah UL NP, Kepmendiknase<keputusan.KS/M dankeputusan kepalo
mudrasab.

C. Pola Kerju Partisipasi Masyarakat

Untuk mendoronpglmasyarakat agac.berpartisipasi terhadap madrasah,
di samping menggunakan pendekatan teori gerakan sosial, motivasi, dan
konsep Apama, seperti diuraikan di awal, pendekatan yang lain untuk
mendorong partisipasi masyarakat luas terhadap sekolah adalah meletakkan
orang-orang yang tepat pada posisi ketua komite sekolah dan kepala sekolah.
Dua posisi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membangun
dan mengelola lembaga pendidikan menjadi sekolah yang bermutu dan

kompetitif.
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Dengan demikian, masyarakat (kelompok ekonomi menengah keatns)
berbondong-bondong berpartisipasi untuk menyekolahkan anak-anak mercka
di sekolah yang dimaksud. Schingga harapannya, sekolah akan mendapatkan
partisipasi yang lebih besar, khususnya dari orang tua siswa yang memillkl
kemampuan ekonomi. Karena itu, ideologi, motivasi, dan Agama saja tidak
cukup untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah,
Dengan demikian, untuk mendorong partisipasi masyarakat luas agar
berpartisipasi terhadap sekolah, maka diperlukan bentuk dan pola kerja yang
terukur, terarah, dan sistemik ,@(Esensi pokok penerapan pelembagaan
partisipasi masyarakat dalam bentdk® KS/M adalah bersama sekolah
meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mutu, menurut Arcaro (2007) adalah
sebuah proses terstruktur untitk memperbaiki-Keluaran yang dihasilkan. Mutu
sesuatu yang terukur .dan rasienal’-=Dalam, *Winston ;Bictionary (1956),
seperti dikutip oleh Azwar,” menyebutkan bahwa, mutu adalah tingkat
kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati,

Dan pemerintah telal’menetapkan-standar ‘mutussecara nasional, yang
dituangkan dalam PP No. 19/2005. Standar rautu ini, kemudian menjadi acuan
lembaga partisipasi masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan secara nasional. Pada Bab II, pasal 2 PP No. 19/2005, meliputi 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu: (1) standar isi: mencakup: lingkup
materi dan tingkat kompetensi: memuat kerangka dasar, struktur kurikulum,

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender

48

™ Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta:Binarupa Aksara, 1996, hal.
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pendidikan/akademik; (2) standar proses: (pasal 19 ayat [) dilaksunukan
secara interaktil, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserin
didik untuk berpartisipasi oktifl, serta memberikan ruang yang cukup untuk
bagi prakarsa, kreatifvitas, dan kemandirian scsuai  bakat, minat, dan
perkembangan [isik serta psikologis peserta didik; (3) standar kompetonsi
lulusan (pasnl 25:2) kompetensi untuk scluruh mata pelajaran. Pasal 206:
meningkatkan  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian, akhlak  mulin,
keterampilan  hidup mandirf,,  dan>'mengikuti \ pendidikan lebih lanjut; (4)
standar pendidik dan tenaga“kependidikan (pasal 28: 3 kompetensi guru).
(pasal 35: tenaga kependidikan: kepala sekolah, Tata Usaha (TU), tenaga
perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan); (5) standar sarana dan
prasarana (pasal 42:1) perabot; peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajat lainnya, bahan.habis pakai, serta perlengkapan lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan). Ayat 2: lahan, ruafig kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik,
ruang TU, ruang perpustakaan,_ruang laboratoriumrs-ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olah raga, tempat
ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang
menunjang. (pasal 43:1) laboratorium Iilmu Pengetahuan Alam (1PA),
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan belajar lain; (6)
standar pengelolaan (pasal 49:1) menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan:

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas; (7) standur
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pembiayaan (pasal 62:1) biaya investasi, biaya operasional, biaya personal;
dan (8) standar penilaian pendidikan.

Untuk mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan
pemerintah ini dan agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi terhadap
sekolah, maka ada enam pola yang sistemik, yang menjadi fokus perhatian
pihak komite dan sekolah. Enam pola ini disebut juga sebagai unsur-unsur
sistem yang saling terkait yang kemudian disebut dengan sistem. Sistem
sebagaimana tersebut diatas sebagai’ gaburigan dari elemen-elemen yang saling
dihubungkan oleh suatu proses &tau sfruktur dan berfungsi sebagai satu
kesatuan organisasi dalam'Jupaya @menghasilkan sesuatu yang telah
ditetapkan”, atau suatu strukturkonseptual yang|terdiri dari fungsi-fungsi yang
saling berhubungan dalam organisasi yang\beKerja sebagai satu unit organik
dalam bentuk administrasi, kepemimpinans=dan.manajemen, untuk mencapai
keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Enam unsur tersebut adalah masukan (in puf), proses (process),
keluaran (owt puf), " hasil—(out-—-come),-manfaat /(benefict), dan dampak
(impact).®? Pertama, masukan (in puf). Adalah kumpulan bagian atau clemen
yang tcrdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinyn
sistem tersebut. “Koont dan Donnells memasukkan manusia (man), modol

(capital), manajerial (managerial), dan teknologi (technology)."'

Y ibid, al. 6

¥ tbid., hal. 8
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2 memaknai proscs sebagai integrosi

Kedua, proses (proces). Gaspersz8
sekuensial dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu
lingkungan guna menghasilkan nilai tambah owr put untuk pelanggan. Suatu
proscs mengkonversi in put terukur kedalam out put terukur melalui sejumlah
langkah sekuensial yang terorganisasi. Sedangkan R. Terry Memasukkan
dalam tahap ini yang terangkum dalam POAC, yaitu perencanaan (planing),
pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan

8»  Indikator (proses- menggambarkan perkembangan atau

(controlling).
aktivitas yang terjadi atau dilakukaf selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
khususnya dalam proses merngolah‘masukan;menjadi keluaran. Aspek awal
terpenting dalam proses ini> adalah \p/aning (perencanaan). Para pakar
manajemen menyatakan, apabild perencanaan telah selesai dan dilakukan
dengan benar, sebagaimana pekerjaan.besartelah.selesai dilaksanakan.*
Ketiga, aspek Kelvaran (Out Puf). Adalah kumpulan bagian atau
elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam system.”™ Alau
sesuatu yang diharapkan langsung dicapai.darn’ suatu\kegiatan yang dapal
berupa fisik atau non fisik yang belum dimanfaatkan. Dengun

membandingkan keluaran, institusi dapat menganalisis sejauh mana kegintan

berjalan sesuai rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan

82Vinccnt, Gaspersz, Manajemen Produktivitas Total: Strategi Peningkatan Produktivitay

Risnis Globdl, Jukarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal, 210

" Azrul Azwar, Pengantar., hal. 8

* Udin Syacludin, Saud & Abin Syamsuddin, Mukmun, Perencanaan Pendidiban: St

Pendekatan Komprehensif, Cet 1 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2005), hal 4

¥ Azrul Azwar, Pengantar. hal. 22



66

untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan
sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur.

Keempat, aspek hasil (out come): kumpulan bagian atau elemen yang
merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem
tersebut.®

Kelima, aspek manfaat (benefic): kumpulan atau elemen yang
merupakan keluaran dan memberikan manfaat bagi costumer/pelayan/publik.

Keenam, aspek dampak —(impact); akibat yang ditimbulkan oleh
keluaran (out puf).®’ Implikesih ol bis# positif atau bisa negatif. Implikanl
positif ditandai dengan peningkatanbpartisipasi| masyarakat terhadap sekoluh.
Sedangkan implikasi negatifidapat berupa terjadi penurunan tingkot partisipusi
masyarakat terhadap sekoleh,

Unsur-unsur tersebut diatas.dapat digambarkan berikut ini:

¥ Ibid.

 Ibid,
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v

(Perumusan Visi-Misi)
Kepmendiknas,
kapasitas/kapabilitas
fkompetensi/SDM
pengurus, dana,
surat keputusan
kepala sekalah,
(Inventarisir)

Proses: Perumusan
Program,Visi dan Misi,
Analisis SWOT, rapat,
Kunjungan kelas, Studi
banding yang diarahkan
untuk peningkatan peran
dan fungsi Pimpinan KS
( Perumusan Visi-Misi)

OutPut: Program, hasil
Analisis SWOT, hasil
keputusan rapat, hasil
hasil studi banding,
hasil kunjujungan kelas
saran, peringutan yang
termuat dalam buku
pedoman
(Program/Visi-MIsi)
Komite dan Madrasaly

Qut came; penerapan kebijakan,
Keputusan rapat,; saran atau kritik
| terhadaplsatuan‘pendidikan, dan lainnya.
(Penerapan Brogram/Visi-Misi)

b
‘Benefed: Manfa;\t dari pencrapan
Program kerjasterhadap pelaksanman
MBS pada M1 Karangrejo,
(Hasil Pel.program/Visi-Misi

Impaci; Dampak yang difimbulkon
atnsipelakyanoan program KS bagl

MI Karangrejo positif & Negallf (Rospuo,
Lioyal,\Penghargaan, puos/idk, .
(Implikasi Positif & Negatll)

A 4

Mutu Pendidikan Nasional <

GAMBAR 25

BENTUK DAN POLA KERJA KS/M DAN SEKOLAH

1. Kriterin Komite Sekolah Mendorong Partisipasi

Bahwa mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi terhadap

sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu, badan yang memiliki

wewenang, seperti Komite Sekolah dan Kepala Sekolah, setidaknya
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memiliki kompetensi dibidang masing-masing, Baik kompetensi
kepemimpinan, manajemen, dan kemampuan untuk menggerakkan dan
mendorong partisipasi agar tercapai mutu,

Sebagaimana rekomendasi tim  peneliti  Faisal  efall™
menunjukkan bahwa, untuk bisa mendorong partisipasi masyarakat kearah
school ownership membutuhkan prasyarat tertentu sebagei pllar
penopangnya, salah satunya adalah institusi pemerintah yang dibori
otoritas mengurus pendidikan Didas Pendidikan sedapat mungkin
dipimpin oleh figur yang [tepat Serta memahami benar hakekat pendidikan.
Begitu pula DP’, KS/M sertd satuan'pendidikan harus dinakhodai oleh figur
yang tepat dan berkomitmen kuat\pada ‘pendidikan, tidak sekedar figur
karena semata-mata alasan senioritas/dan derajat kepangkatan formal,

Aday beberapa vtecri ptentang) kriteria~kinerja, diantaranya adalah
Castetter mengemukakan.empat kriteria kinerja yaitu: (a) karakteristik
personil. Dilihat dari aspek ini, kinerja meliputi: kemampuan,
keterampilan, kepribadian, dar motivasi-untuk’ dapat melaksanakan tugas
dengan baik; (b) proses. Dari aspek proses, kinerja yang efektif akan
tercapai jika perilaku personil dapat menunjukkan kecocokkan dengan
standar kinerja yang telah ditentukan; (c) hasil. Dari aspek hasil, kinerja
yang dinilai berupa hasil nyata yang dikerjakan oleh pegawai tata usaha,

baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas; (d) kombinasi a, b, dan c.

® Faisal, Sanapiah et.all., Partisipasi., hal. xvii
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Menurut Mitchell yang dikutip oleh Rahman,*® ada beberapa
kriteria kinerja yang terlihat dalam Area Performance yaitu: (a) kualitng
kerja; (b) ketepatan; (c) inisiati; (d) kemampuan; (e) komunikasi.

Sementara Steers dalam Oedjo(1986) menggunakan tiga luklor
penting untuk menilai kinerja, yaitu: (a) kemampuan dan minat pegawai;
(b) kejelasan penerimaan atas peranan pegawai; (c) tingkat motivosi
pegawai.

Atas dasar ini kefnydianNulyass”™ merumuskan kriterin kinerjn
untuk menilai kinerja pegawai dalamMBS. | Kriteria tersebut meliputl: (#)
pemahaman (entang (ugps' dan tanggung [jawab; (b) kemampuan dan
keterampilan; (¢) semangad yang tinggi; Xd) berinisiatif dan berkemauan
yang tinggi.

2. Standar dan Rantai Kinerja-Pagtisipasi-Masyarakat

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas, pola atau cara
kerja komite sckolah dan kepala sekolah, minimal dapat memenuhi standar
minimal pola kerja. Pela’ Kerja 'standar-adalah pola kerja yang terukur.
Standar kinerja ini dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan
definisi jabatan statis ke kinerja kerja dinamis. Standar kinerja dibuat
untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian jabatan. Setiap
jabatan memiliki lima hingga sepuluh jabatan yang diungkapkan secara

spesifik dan dapat diukur yang terdiri atas pernyataan sasaran, bagaimana

89 Matthew B, Miles dan Huberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru,Jakarta: Ul-Press, 1992, hal. 33

% Mulyasa, Manajeme., hal. 125
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sasaran tersebut diukur, serta langkah-langkah yang diperlukan unfuk
menyclesaikannya.

Menurut Alewine (1992) standar kinerja dianggap memuaskan blla
pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab
karyawan atau staff, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan
dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif
bagaimana hasil-hasil kinerjanya akan diukur. Suatu contoh standar kinerja
yang baik adalah: "Kinerja dapat-diterima bila 90 persen dari desain sistem
umum disajikan kepada “peniékai fepat’pada waktunya dan pemakai
menyetujui desain tersebut”.

Kinerja merupakarn aspek/perilaki manusia dalam melaksanakan
tugas dan perannya. Maka,/ dalami menjalankan fungsi dan tugasnya,
komite sekolah,dan Jkepala sekolah, sangat dipengaruhi.oleh lima aspek
yang saling keterkait. Saling keterkaitan ini, oleh Bolt dan Rummler
(1992) menyebutnya dengan rantai kinerja. Rantai kinerja ini dapunl

digambarkan berikut:
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Kejelasan Tugas:
| | Jelas kapan harus dilakukan
11 Jelas apa yang diharapkan

| + Terdapat standar kinerja

|} Dianggap dpt dicapaiindividuy
I Hanya sedikit tugas yg

Sumber Daya:

[ 1 Dala

1 Wakiu

I'1 Peralotn, materi

[ Unng, tenaga kerjn

Umpan Balik
| | pernyataan-pernyalaan
penting diukur
sehubungan dengan
harapan-harapan
Pekerjonn/tugus
[ | Berhubungan, segera,

- »

Individu:
| | Kapasitas mentalfisik

| | Kemampuan

| Kesediaan ustuk bekerja

Akibat-Akibat

| | Positif bila melakukan

pekerjaan seperti yang diharapkan

b1 Negatif atau netral bila tidak
berprestasi

[1|Tidak negative bila tidak
berprestasi

|| Tidak negative bila

herprestasi

GAMBAR 2.6
RANTAI KINERJA

Gambar ini, menekankan saling ketergantugani=Kinerja mungkin akan
tidak seperti yang diharapkan bila terdapat kelemahan diantara mata rantai
ini. Misalnya, meskipun tugasnya jelas, fasilitas terpenuhi, tapi individu
beretos rendah, maka akan mempengaruhi pola kerja komite dan sckolah.

Karena itu, komite dan kepala sekolah penting sekali memahami
bahwa indivicu adalah satu mata rantai dalam rantai ini dan produkiivitas
optimum adalah hasil dari semua mata rantai yang ada dan efektif dalam

rantai tersebut. Yang terpenting difahami mata rantai yang paling kecil
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untuk gagal, biasanyaadalah individu. Rantai kinerja ada dan selalu
bekerja, suka atau tidak. Semua kinerja ditentukan oleh efektivitas
keseimbangan antara pekerja individu dan lingkungan yang berada di

dekatnya.
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BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIJAN
A. Sejarah Perkembangan M1 Miftahul Huda

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Madrasah
dirumahnya, maka dapatiah penulis susun secara singkat mengenai sejarah
berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek.

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati berdiri pada tahun 1992. Latar
belakang berdirinya madrasafi Ibtidajyah Mifiahul Huda berawal dari tuntutan
masyarakat desa Jati yang mayoritasiberagama islam. Sebelum berdirinya MI
Miftahul Huda tersebut telah berdini Madfasah Diniyah, yang mayoritas
santrinya dari desa Jati. [Untuk /wenampurig aspirasi masyarakat tersobul
khususnya agar dapat belajardengan.baik.dan berkesinambungan, baik ilmu
agama dan, wnumy ,maka pdibeptuklalh, lembaga , pendidikan  Madrasal
Ibtidaiyah. Pada akhirnya lembaga pendidikan tersebut diberi nama ™
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hada™""

Sedangkan tokoh — fokoh) pendiri-Madrasah dbtidaiyah Miftahul Huda
tersebut diantaranya :
a. Muhammad Yusak
b. H. Marjuni

c. Nurun Nadzifah

" Wawancara dengan M. Zuhrofudin (Kepala M) di Jali, tanggol 14 September 2010
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Pada awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda dipimpin
oleh Ibu Nurun Nadzifah selaku kepala madrasah pertama mulai tahun 1992
s/d 1997, kemudian diganti oleh Bapak Muhammad Yusak dari tahun 1997 s/d
2004, kemudian digantikan lagi Banak Suhadji mulai tabun 2004 s/d 2008
dan digantikan Bapak M.Zuhrofudin mulai tahun 2008 sampai sekarang,”

Pada tahun 1992 Madrasah I[btidaiyah Miftahul Huda memperoleh
status terdaftar dengan sk. Depag Nomor : 06.02/PP/00.4 tertanggal 27
Desember 1992. Dan pada tahun 2008 berubah status terakreditas B dari Dinas
Pendidikan dan belum beryb#h statusnya sampai sekarang.”
1. Letak Geografis MI Miftahal Hudn

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda berada lebih kurang 500 m darl
jalan raya ( Karangan —|Suruh)tepatnya di Dusun Ponggok RT 20 RW 06
Desa Jati Kecamatan Karangan -Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawn
Timr.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah atau desa yang dapat
membalasi Madrasah " [btidatyah ‘Nurul” Huda tersebut dijelaskan sebagal
berikut :

a. Sebelah Utara dibatasi dengan desa Kayen
b. Sebelah Selatan dibatasi dengan desa Mlinjon
c. Sebelah Barat dibatasi dengan kecamatan Suruh

d. Sebelah Timur dibatasi dengan desa Karangan

2 Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

% Data Emis MI Miftahul Hudz , 2010



el ME Milahul Husda, 2000

75

Situasi umum mengenai desa tersebut sangat nyaman digunakan

untuk proses belajar mengajar, karena lingkungan jauh dari keramaian kota,
pasar maupun gedung perftemuan.*
2, Visi dan Misi MI Miftahul Huda

a. Islami

Yang dimaksud islami adalah scbagai lembaga pendidikan berciri
khas islam, MI Mifdtahul huda berusaha menyampaikan nilai-nilai agama
islam setingkat pondok pesantren-tingkat awaliyah (Ibtidaiyah) sehingga
dalam realitas sehari-hari di Ml Miftahal Huda Jati Karangan Trengpalek
diharapkan terjadi suasanayislamigyang pada akhirmya para siswa bisn
membawa pengaruh dalam kefidupan lingkungan sendiri-sendiri dalam

masyarakat.

. Ponulis

Y dngdiftiaksud’ popilis oleh®T MiftahulhNHuda adalah supaya Ml
Miftahul Huda ini, dikenal oleh masyarakat sekitar , sehingga padn
akhimya MI Miftahul Huda menjadi alternatif pertama dan utama bagi
siswa dan orang tua-untuk/mendapatkan-pcndidikan dasar dilingkungan

desa Jati ataupun diluar desa Jati.

s, Kualitas

Disini ditargetkun agar prodoktifitas belajar di MI Miflahu! HHuda

Juti Karangan Trenggalek mampu berda diatas MI/SD lainnya baik negori



76

maupun swasta serta menjadi panutan di desa Jati khususnya dan

Trenggalek pada umumnya.

Adapun perwujudan visi dan misi tersebut , sebagaimana yang
tercantum dalam profil MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalok
dengan cara :

1) Peningkatan kwalitas sumber daya manusia dan rofesionnlisime
pengelola Madrasah

2) Melengkapi sarana dan-prasarana-pendidikan secara penuh

3) Peningkatan disiplin; semuaunsur yangf ada (guru, karyawan, slawa)
di madrasah.

4) Peningkatan peran serta masyarakat, sehingga M1 Miflahul Huda Jati
Karanpan  Trenggalek—bersifat—sekolah yang berbasis puda
masyarakat.

5) Peningkatan lahak /didik [mélalli” jalur~full, d&y"” dan les secara
keseluruhan siswa dan terus menerus.”

MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek ini melaksanakan
berbagai cara‘yang-diltarapkan bisa-menesapkanvisi dan misinya dalam
proses belajar mengajar sehari-hari. Ini menunjukkan kepada masyarakat
bahwa MI Miftahul Huda benar-benar islami, populis dan berkualitas.

3. Struktur Organisasi
Untuk mengetahui sejara jelas tentang Struktur Organisasi MI

Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek dapat dilihat pada bagan berikut :

9 Dokumen MI Miftahul Huda, 2010



BP3 Kepala Madrasah
[
TU
Bidang Bidang Bidang Bidang -
Kurikulum Humas Sapra Kesiswaan
[ ]
Koordinator BP/BK. Koordinaator Lab.
Wall Kelas
Kelompok Pengajar
Siswa
BA GANJ.1

STRUKTUR ORGANISASI MIMIFTAHUL HUDA

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Sumber - Dokumen M Mifiaindduda, 20 10

B. Keadnan Guru dan Siswa

1. keadaan Tenaga Pendidik

Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai peranan yang sangat
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penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pendidik adalah

orang yang paling bertangung jawab terhadap proses belajar mengajar.

Tenaga pengajar atau pendidik di MI Miftahul Huda Jati Karangan

Trenggalek adalah, sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Data Pengajar Ml Miftahul Huda Tahun 2010/2011 -

BIDANG
_. i(_)_ NAMA PENDIDIKAN STUDI JABATAIi
[ | M. Zulrofudin, S.Ag Sl BP Kepala Ml
R Guru Kelas | Blidang
2 | Drs, Aju Diantoro Si VI Kurikulim
3 Ulva Khoiriyah, 3] Guru Kelas | Bidang
S.Ag I Kesiswaan
4 | Sudarti, S.Pd.I s1 Guru kelas | Bidang
v Sapra
5 | Nurul Laela, S.Pd.1 sl Guru kelas | Bidang
\% Humas
Nurul Hidayah,
6 AMa D2 B. Arab Guru
7 | Siti Khotimah, S/Pd] S1 Cur Kelas | Gury
8 | Siti Rohmiati, S.Pd1 81 Guru Xelas | Gury
Farid Kurniawan, .
9 S Pd S1 B. Inggris Guru
10 | Agung Widodo SLTA Penjaskes Guru
11 | Sri Mulya Sari, S.Pd S1 B. Jawa Guru
12 | TantiYuliatna)SPd S1 PLH Guru
13 | Yudi Prasetiya SI.TA SBK Guru
14 | Suci Islamiati SLTA - TU
15 | Suhari SETA - Penjaga

Sumber : Dokumentasi MI Miftahu! Huda, 2010

Dilihat dari kualifikasi pendidik melalui taman belajarnya diatas,

dapat diketahui bahwa pendidik di MI Miftahu) Huda ini relatif baik, sebab

rata-rata pendidikannya adalah Strata I (S1).

2. Data Siswa MI Miftahul Huda
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Siswa merupakan bagian dari faktor-faktor pendidikan, muka
keberadaan siswa tidak dapat digantikan oleh yang Iain. Data siswa
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Siswa Mi Miftahul Huda Tahun 2010/2011

NO | KELAS I{UMLAH SISWQ TOTAL
] i 31 19 0
3 Il 6| 22 I
3 M 2 s 37
3 v P %] 35
3 v 16 14 30
6 VI 7 15 2
Jumlah 104 108 212

Sumber : Dokumen M Mifiahul HudapZ010

C. Program Keunggulan Dan‘Fasilitas Pendidikan
1. Program unggulan melalui-prograry Fyll Bay, meliputi:

a. pendidikan teknologi Dasar (PTD) meliputi : Teknik informatika,
menggambar tekniky€lekironika‘dasar) listrik dasar,.kétja kayu, bongkar
pasang.

b. program pendalaman-MIPA

¢. Program pendidikan komputer

d. Program pendalaman bahasa arab dan bahasa inggris

e. Seni baca Al qur’an

2. Fasilitas pendidikan
Fasilitas penunjang yang dimiliki M1 Miftahul Huda
a. Masjid Al Khoiriyah

b. Perpustakaan
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¢. Laboratoriumn komputer
d. Puang praktek PTD
e. lapangan Terpadu ( tenis Lapangan, Bola Voly, Bulu Tangkiy)

f. Seperangkat alat kesenian.™

w0
-
>
<

UNIVERSITAS \
VISINOAN\ /

-

§

S

UNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA

% Dokumentasi M1 Mifiahul Huda, 2010



BAB 1V
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI) MIFTAHUL HUDA
A. Bentuk Lembaga Partisipasi Masyarakat Di MI Miftahul Huda
Partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda , terbentuk dalam empat
wadah lembaga partisipasi. Empat wadah lembaga tersebut adalah: (1)
partisipasi orang tua siswa secara-khusus_tethimpun dalam bentuk partisipasi
orang tua wali, yang disebut| dengan Paguyuban|Orang Tua Siswa (POS); (2)
partisipasi masyarakat luas atdu stakehin/ders((pengusaha, masyarakat, orang
tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikaf, |politik, LSM, dan lainnya)
terhimpun dalam Komite Sekalah/Viadrasah (KS/M); (3) partisipasi alumni,
dan (4) partisipasi masyarakat-dalam-bentuk-patnership atau kerjasama yang
mendukung program Ml Miflahwi=Hudayyang saling mengumtangkan nllelalul
lembaga public relation (Humas). Untuk melihat lembaga dan bentuk-bentuk
partisipasinya dapat diuraikan beriKat ini:
1. POS dan Bentuk PartisipaSinya
POS merupakan lembaga yang secara khusus menampung seluruh
orang tua siswa. Lembaga ini dipilih secara demokratis dan transparan
oleh orang tua siswa. Keberadaan lembaga ini terdapat pada setiap kelas.
Fungsi POS sangat membantu M! Miftahul Huda, terutama membantu
guru wali kelas dalam biaya kegiatan kesiswaan. Di sampin itu juga, POS

merupaka media komunikasi antara orang tua siswa, guru, anak didik, dan
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sekolah secara umum. Dengan POS dapat bebas berkomunikasi dengan
guru-guruy wali, Dan terbuka dan komunikatif terutama dengan guru-guru
wali.”?

Wujud nyata partisipasi orang tua siswa terhadap M! Miftahul
Huda dapat diidentifikasi ke dalam 3 bentuk yaitu: (1) partisipasi dalam
bentuk menyekolahkan putra-putrinyan di MI Miftahul Huda; (2)
pattisipasi dalam bentuk finansial, barang, dan jasa; dan (3) partisipasi
dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik.

Pertama, partisipasi orang tua | siswa untuk menyekolalikan
anaknya di M1 Miftabul (Huda,” Untuk | partisipasi dalam bentuk ini,
mengalami peningkatarrdari tahun ke tahun. Untuk melihat perkembangan
angka partisipasi siswaSejak/awal kelahirannya dapat dilihat pada tabe!
berikut:

Tabel 4.1 Partisipasi Siswa dari Tahun ke Tahun

Nurun Muhammad. | Suhadji M.
Periode Nadhifali Yusak 2004 - Zuhrofudin
1992 51997 1997 £ 2004 | 2008 2008-
Rata-Rata 155,20 20-30 25-30 30 -40
Siswa/Tahun _

Sumber Data: Dokumen dan Profli Mi Miflalnd Huda, 2010

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan angka partisipasi
siswa setiap tahunnys mengalami peningkatan, yaitu dari angka partisipas
IS pada tahun 1992, Sementara pada akhir 1997, angka partisipasi
mencapai 20 siswa. Pade awal kepemimpinan M. Yusak ,1997, ungka

partisipasi naik menjadi 20, dan pada akhir kepemimpinannya tahun 2004,

“"Wawancara dengan Ani (wali siswa) di Jati , tanggal 15 Nopember 2010,
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anpkn partisipasi mencapai 30. Angka partisipasi ini meningkat pada masn
Suhadji mencapai 25, Dan pada masa M Zuhrofudin, angka pmtisipasi
mencapai 40 pada (ahun pelajaran 2010/2011.

Untuk melihat besar kecilnya tingkat partisipasi terhadap MI
Mifttahul Huda, dapat pula dilihat dari aspek minat yang daftar di MI
Miflahul Huda Sejak kepemimpinan di bawah M Zuhrofudin dan Musiri,
minat masyarakat cukup tinggi. Hampir setiap tahunnya, MI Miftahul
Huda membuka pendafiaran bagi 40 siswa. Perkembangan ini juga dapat
dilihat pada tahun ajaran 2010/2011 MI Miftahul Huda membuka
pendaftaran pada tangpl22,Juni 2010, dengan formasi 40 siswa, namun
yang mendaftar mencapai lebifi'dan 50rsiswa. Dan menurut data terakhir
tahun pelajaran 2010/2011, MFMiftahnl |Huda memiliki 6 ruang kelas
untuk menampung minid /240 siswa.| Angka-angka partisipasi ini,
merupakan,_ indikator bahwa MI Miftghul Huda merupakan sekolul
berpartisipasi tinggi.

Kedna, partisipasi’ orang/tua siswa’ dalam bentuk finansial barang,
dan jasa. PartiSipasi ordng)tuazsiswa dalam dentuk ini dibagi dalam
beberapa bentuk, yaitu: partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan
pendidikan; partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah lembaga POS,
partisipasi finansial melalui amal Jum'ad, amal Ramadhan, zakat, inluy,
dan shadagah; dan partisipasi dalam bentuk barang finansial. Adapun

bentuk-bentuk partisipasi tersebut di atas dapat diuraikan berikui:
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Partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan pendidikan, dapat
berupa; membayar uang formulir, uang masuk, dan uang SPP. Untuk uang
formulir sebesar lima puluh ribu rupiah bagi seluruh siswa yang mengikut{
tes masuk di M1 Miftahul Huda. Untuk uang masuk diistilahkan dengan
amal jariyah, untuk tahun ajaran 2010/201 1 ditetapkan lima puluh ribu.
Sistem pembayarannya sccara tunai dan dicicil. Secara cicil binsanys bagl
orang tua siswa yang kurang mampu. Meskipun tolah diborikan
keringanan mengcicil vang_masuk bagi orang tua siswa yang menung
dianggap memberatkan,’namun_masih juga dianggap berat oleh scbaginn
kecil orang tua siswa damada pula yang tidak memberatkan.”

Data menunjukkan balhwa untuk' biaya masuk yang diistilahkan
dengan amal jariyah | sangatZralatif. Hal ini sangat tergantung pada
kemampuan ekonomi dreng//tua./siswa=-Makin tinggi tingkat ekonomi
orang tua siswa,nilai lima.puluh-atau-seratus.ribu tidak.berat, begitu juga
sebaliknya. Karena terdapat orang tua siswa yang menyumbang melebihi
standar yang telah "ditetapkan’ besaranfiya sekitar satu juta, Menurut
penuturan staf kébendaharaan komite; ada orang.tua siswa pada tahun ini,
menyumbang satu juta rupiah..

Sementara itu, untuk besaran biaya pendidikan dalam bentuk furan
pendidikan tiap bulan atau disebut dengan donatur ( SPP dulu ), pada Ml
Miftahul Huda berbeda-beda sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan

besaran biaya ini disesuaikan dengan tahun masuknya. Untuk rincian

% Wawancara dengan Mardiono ( wali siswa ) di Jati, tanggal 12 Nopember 2010.



85

besaran biaya pendidikan dalam bentuk donatur (SPP) dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.2 Detail [uran Pendidikan
Siswa M} Miftahul HudaTahun 2010/2011

Keadaan Besar [uran Iu{ap I".m!]
Kelas Siswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Perbulan Pertabun
] 40 Rp. 20.000,- Rp 800.000,- | Rp 9.600.000,-
2 38 Rp. 20.000,- Rp 760.000,- | Rp 9.120.000,-
3 37 Rp. 20.000,- Rp 740.000,- | Rp 8.880.000,-
4 3s Rp. 25.000,- Rp 875.000,- | Rp 10.500.000,-
5 30 Rp..25.000,- Rp 750.000,- | Rp 9.000.000,-
6 32 Rp. 20.000> Rp 640.000,- | Rp 7.680.000,-
Jumlah Rp.120.000,- | Rpl4.565.000,- | Rp54.780.000,-

Sumber Data diolah dari RAPBS MEMiftahu! Fhida,|2010/201 1.

Tabel 4.2 menurijukikan bahwa untuk biaya iuran pendidikan setiap
tahunnya mengalami peningkatan, Peningkatannya jika dilihat dari nilai
tukar rupiah tidak terlalu/ memberatkan/ Karena tingkat kenaikannyn
dikisaran sekitar lima ribu rupiah.

Tabel 42| juga/meritnjukkan bahwa, danatotal*perolchan melnlul
juran pendidikan ini baluk fiap buldonyh méncapai tujul ratus enam puluh
ribu rupiah, dan untuk total per_ whonnya lima_puluh empat juta tujuh
ratus delapan puluh ribu rupiah.

Untuk iuran pendidikan perbulan dalam bentuk ini, menurat
kebunyakan orang tua siswa, pada prinsipnya tidak keberatan, karonn Ml
Miftahul Tuda Jati juga memberikan keringanan-keringanan berupa ben
siswan bapi orang tua siswa yang kurang mampu untuk membiayai
pendidikan anak mercka, Untuk tahun 2010/2011 ada dua tahap subsidi

yang diberikan MI Miftahul Huda kepada orang tua siswa yang kurang
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mampu, yaitu baik keluarga M1 Miftahul Huda ataupun non keluarga Ml
Miftahul 1tuda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Subsidi SPP/Donatur M1 Miftahul Huda Th, 2010/2011

77 "Golongan Jumlah Subsidi
I Tahap | Tahap I}~
Masyarakal Umum Rp 1.000.000,- { Rp 1.500.000,-
Keluarga M{ Mifahul Huda | Rp.450.00-] Rp. 500.000, |
Total Subsidi Tahun 2010/2011 Rp 3.450.000,-

Sumber Data diolah dari RAPRS MI Miftahu! Huda tahun 2010/201 1

Kemudian selanjutnya adalah partisipasi finansial dalam bentuk
amal jariyah POS. Benftuk ldémal jariyal \POS dapat berupa iuran rutin
perbulan bagi anggotal POS. Amal jariyah anggota POS ini bermacam-
macam sesuai dengan kidsepakatan masing-masing. Karena besaran furan
sesuai kesepakatan masing-masing POS, maka ada anggota POS yang
hanya beramal lima ribu- Namon adafjuga beramal sepuluh hingga lima
belas ribu rupiah. Pada umumnya orang tua siswa merasa tidak keberatan
dengan adanya dmal jastyah POS Secat khjusys iflic?

Partisipasi dalam-bentuk inf\dinilai pleh komite dan sekolah sangat
strategi. Bentuk iuran-model, ini ternyata gukup efektif untuk menggalang
partisipasi finansial. Karena hampir tidak ada orang tua siswa inerasn
keberatan atas pungutan ini, karena partisipasinya sesuai kesepakatan
orang tua siswa.

Kemudian partisipasi finansial melatui amal Jum'at, amal

Ramadhan, zakat, infaq, dan shadaqah. Bentuk partisipasi ini dilakuken

melalui siswa. Partisipasi ini tidak akan jalan, jika tanpa dukungan penuh

$wWawancara dengan Sri (wali siswa) di Jati, tanggal 10 Nopember 2010
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dari orang tua siswa. Karena partisipasi dalam bentuk ini buiuh
pemaliaman dan kesadaran. Hanya orang tua yang sadar dan peduli, sorti
merasakan apas yang dirasakan oleh MI Miftahul Huda yang kemudian
mau mengeluarkan biaya tambahan tersebut.

Sementara untuk zakat mal dan zakat fitrah, tidak semua orang tug
siswa mengeluarkan di MI Miftahul Huda. Ada orang tua siswa yang lebih
memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri.'®

Di samping amal Jum'ad dan amal Ramadhan, MI Miftahul Huda
juga memanfaatkan njofhentmn bulan”Dzulhijjah. Momentum bulan
Dzulhijjah ini, bentuk partisipasinya tidak)hanya hewan qurban, tapi juga
dalam bentuk uang. Partisipasi dalam bertik hewan kurban, bagi siswa Ml
Miftahul Huda, pada tahun 2009/2010, berhasil mengumpulkan 6 hewan
kurban dan dalam bentuk’uang sejumlali sembilan Tiga Juta delapan ratus
sembilan, puluh tiga ribu rupiahe Hewan kurban yamg didapatkan ini
kemudian dibagikan kepada masyarakat desa Jati oleh siswa, guru, dan
orang tua siswa.'"!

Bentuk-bentuk berpartisipasi deéfigairmengginakan pendekatan ini,
ternyata cukup strategis dan juga dinilai efektif, karena terbukti mampu
mengumpulkan uang jutaan rupiah.'®

Selanjutnya partisipasi dalam bentuk barang, finansial melalul

berbelanja di koperasi. Untuk mendapat partisipasi orang tua siswa yang

10 \wawancara dengan Santi (wali siswa) di Jati, 12 Nopember 2010
19! Dokumentasi M1 Miftahul Huda, 2010

102 ywawancara dengan Suhari ( humas ) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010
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lebih luas, pihak komite dan madrasah mendirikan koperasi siswa.
Bentuknya berupa penyediaan barang untuk keperluan siswa.

Dengan adanya koperasi dalam bentuk barang, diharapkan orang
tua siswa, siswa, guru, karyawan dan tamu MI Miftahul Huda, dapai
berbelaja pada koperasi tersebut. Sehingga secara tidak langsung akan
memberikan partisipasi terhadap sekolah. Menurut Nurul Laila, staf
koperasi, menyebutkan bahwa omset rata-rata perbulan sekitar 1 juta
rupiah, dengan keuntungan 15 persen.

Dengan adanyd koperasi siswa,-seécara tidak langsung orang tua
siswa berpartisipasi aktif terhadap sekolah dalam bentuk uang. Karenn
dengan adanya dana siswa 'pada keperasi tersebut, sckolah akan
mendapatkan dua keuntunpgan sekaligus, yaitu sekolah dapat menggunnkan
dana tersebut jika sckolali imengalami devisit anggaran.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, menunjukan bahwn poron
partisipasimasyarakal saiigal " besar pengarulinya “terliidap pengololann
sekolah,

Peran/partisipasi)afang tua siswa ferhadappengelolaan sckolah o,
juga dialami oleh kepala madrasah sebelumnya yaitu Suhadji, Dari disiplin
diri kepala sekolah, akhimya melahirkan murid berprestasi, dari prestasi
inilah kemudian melahirkan kepercayaan masyarakat,'®
Jadi, mengenai biaya pendidikan yang ditarik sekolah dan komite,

dalam rangka menunjang proses belajar mengajar, menurut penuturan

193 pokumentasi MI Miflahul Huda, 2010
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orang tua siswa tidak keberatan, Namun mereka menaruh harapan besar
pada sckolah agar lebih ditingkatkan profesionalisme dalam proses belajar
mengajar. Biaya besar yang dikeluarkan diharapkan seiring dengan

kualitas mutu out putnya.'® Adapun bentuk rinciannya dapat dilihat pada

tabet berikut:
Tabel 4.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat
No | Partisipasi Keterangan
1 | Pendaftaran 5 ribu,x 40 siswa
2 | luran Pendidikan Rp54.780.000,-
3 | Amal JariyahSiswa-Baru 50 ribu x siswa baru
4 | Amal Jum'at Rp 2.230.000,-
5 | Usaha Finansial 750.000,-
"6 |Infaq Siswa, Guru Raryawan - | 600.000,-
7 | Dana POS Amal Jariyah POS
8 | Dana kegiatanjain-lain Sumbangan Sukarels
9 | Partisipasi Bangku, Buku, Jasa
| dilllwlrﬂilll.lyt.l

Sumber Data diolah dari RAPBSIMUMfiahul Hida ahun 2010/201 1

Masih dalam bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa berupa
dana dan jenis-jenis laififiya, Komiite" madrasah® juga telah melakukan
upaya-upaya penyadaran.. dan\ /lapgkah-langkah strategis  untuk
mendapatkan “partisipadi masyaralkat yang lebih luas.Untuk mendukuny
kebijakan sekolah yang bermutu itu, komite mengajak bersama-suma
orang tua murid yang terhimpun dalam satu organisasi namanya 1*O8
untuk memikirkan bersama. Sehingga solusinya sckarang itu bagaimnnn

mencari dana untuk membiayai guru-guru tidak tetap ito. Yaitu melalut

104 swawnancara dengan Aminah (wali siswa) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010
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sumbangan sukarela, walaupun nama "sukarela” sumbangan yang sifatnya
memberi kesadaran kepada orang tua.'®’

Ketiga, partisipasi dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan
kritik. Partisipasi orang tua siswa, dalam bentuk ini, disalurkan melanlui
POS. Ada juga orang tua siswa secara langsung menyampaikan keluhan
dan masukan kepada Kepala Madrasah. Namun ada juga langsung kepadan
guru wali masing-masing.

Sementara untuk KS/M, orang tua siswa jarang melakukun
komunikasih, kecuali peywakilannya. Kareha menurut penuturan orang tua
siswa, bertemu dengan komit@itu hahya satu tahun sekali. Sohingya jarang
orang (ua siswa menyalurkan aspitasinyarmelalui komite.'™
. Lembagn KS/M dan Bentuk Partisipaginya

Adn empat finigsi’) KS/M/ sdsuai| amanah konstitusi yaitu: (1)
memberi pertimbangan (advissory agency) dalam penentuan  don
peloksandah © kebijakan “pendidikan™dr satfian * pendidikan. Kedua,
pendukung (supporting.agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran,
maupun tenaga“dalim pefiyélefiggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
(3) pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan
pendidikan. (4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat

di satuan pendidikan.

193 Wawancara dengan H. Musiri (komite madrasah) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010

106 \Wawancara dengan Anis (wali siswa) di Jati, tanggal 15Nopember 2010



91

Peran dan fungsi KS/M sebagaimana amanah konstitusi Ul)
sisdiknns No.20/2003 tampaknya terlambat penerapannya di M1 Milahul
Tuda . Pada cra awal peran BP3 sudah melampaui peran KS/M.

[ni adalah wujud nyata, partisipasi yang dilakukan oleh Abdul
Latif. la sangat kritis, ulet, dan gigih untuk mendorong masyarakat agar
berpartisipasi terhadap sekolah. Musiri telah memberikan contoh. Ia telah
menjalankan fungsi-fungsi lembaga partisipasi yang dibentuk pemerintah
belakangan, yaitu KS/M. la sangat peduli dengan lembaga pendidikan,
khususnya lembaga pendidikan [slam.'”?

Peran partisipasi masyarakat terhadap sekolah sangat besar
pengaruhnya terhadap —pengelolaan sekolah, terutama pada penerapan
konsep MBS dewasa inP. KeberhasilanMI Miftahul Huda ini tidak lepas
dari peran BP3 yang secara) terus’ menerus memacu para murid maupun
guru-gurunya  untuk terus. menupjukan_prestasi .dengan ditunjang
keikhlasan dan kejujuran. Pihak BP3 dengan sekolah sudah menyatn.
Berbagai sarana prasaran bemupa™6lokal belajar, satu Mushoflali, ruang
UKS, taman | sekalah, ruang ‘bahasa Avab dan bahasa Inpgpris, dan
laboratorium komputer serta honor guru yang mencapai Rp. 3.500.000,.-
itu semuanya diperoleh dari sumbangan orang tua murid melalui BP3,"™ b

Untuk akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi (M

zuhrofuddin) telah meletakaan dasar-dasar dan sistem pada MI Mifinhul

7 Dokumen MI MiQiahul Huda, 2010

"8 Ihidl.
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Huda. Ada dua hal yang dibangun yaitu sistem nilai dan sistem
manajemen. %

Lain halnya dengan Musiri. Patut diberikan penghargaan yang
besar kepadanya. Seorang yang memiliki kesibukan diberbagai tempal,
namun mau bergabung dengan MI Miftahul Huda. Apa motivasi yang
mendorong seorang ini, mau bergabung dengan Ml Miflahul Huda?
Apakah terdorong oleh aspek materi, ataukah ada aspek lain yang dapat
mempengaruhinya?

Untuk menjawab’berbagai pertariyaan tersebut di atas, dapat dilihal
dari bentuk-bentuk partisipasi yang telah diberikan terhadap MI Miflahul
Huda. Bentuk partisipasi yang dilakikan oleh komite periode Musirl
adalah lebih fokus| -pada/masalah” luntuk menjaga transparansl,
akuntabilitas, dan citra komite !

Bentuk partisipasi.ini, Jebih difokuskan pada.aspek pengelolaun
keuangan yang transparan, akuntabel, dan demokratis, Sistem In
diteruskan oleh generfisi”penerusiya hingga Subaji. Sistem ini kemudian
menjadi (radisi i’ MI Miflahol, Huda, “Budaya)organisasi dan wargs
sckolah sesuai dengan nilai-nilai Islam ini kemudian menjadi semangat
kepala madrasah yang terakhir ini.

3. Partisipasi Alumni
Partisipasi ulumni MI Miftahul Huda, terhadap almamaternya

dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi memberikan

109 lb}ul

119 wawanxcara dengan H Musiri (Komite Madrasah ) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010
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support pikiran, saran, dan kritik terhadap almamaternya dan partisipasi
dalam bentuk finansial. Partisipasi dalam bentuk support atau dukungan
pikiran, saran, dan kritik. !

Partisipasi alumni dalam bentuk materi atau finansial juga menjadi
bagian yang penting. Pentingnya peran alumni sebagai bagian dari
partisipan, tidak lepas dari peran dan strategi komite dan madrasah untuk
menyadarkan dan mendorong alumni sebagai partisipan atau doualur lotap
MI Miftahu! Huda.'"

4. Humas dan Bentuk Partisipasinya

Wujud nyata partisipasi,masyarakat luas melalui public relation
(Humas) adalah: (1) menjalin kerja samal dengan pihak lain seperti,
Organisi keagamaan (2)-membefikan-informasi kepada pihak lain, (3)
mendata dan mengakomodasi-kutijutigan-tamu penelitian dan magang, (4)
memelihara hubungan, baikrdengamlidtas gektoralada™(5) membangun
dan membina komunikasi, yang harmonis dengan paguyuban orang (ua
siswa dan masyarakat sekitar sekolah.

B. Upaya Mendorong Partisipasi.Masyarakat
Secara naluri atau manusiawi, setiap orang tua siswa berpartisipasi
menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda, tentunya didorong olch
motivasi-motivasi  atau  kecenderungan-kecenderungan  kemanusiaan.
Kecendurangan orang tua siswa tersebut dilandasi oleh keinginan-keinginan

pemenuhan kebutuhan atas dirinya dan terutama anaknya di masa mendatang.

1 \Wawancara dengan Sama'in { Alumni ) di Jat, tanggal 21 Nopember 2010

12 nyokumen MI Miftahul Huda, 2010
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Pemenuhan kebutuhan itu baik berupa biologis-fisiologis maupun
spiritualrithiyah. Secara biologis-fisiologis orang tua ingin anaknya cerdus, i
masa mendatang anak tersebut bisa mandiri, berkedudukan atau lalnnya,
Secara spiritual-rithivah, orang tua merasa tenang karena anaknya borlbalin
dan mengaji dengan baik, schingga kedepan ia tidak terpengarul ponynkil
masyarakat dan bentuk lainnya. Faktor pemenuhan atas diri (self=fulflimont)
ini, seperti yang digunakan dalam teorinya Maslow.

Untuk mendapatkan partisipasi_magyarakat, M1 Miftahul Fuda juga
memiliki motivasi-motivasi.’ Motivasi MI“Miflalwl Huoda berjalan soiring
dengan motivasi partisipasi masyarakat. Jikadvil Miftahul Huda meniscayakan
partisipasi masyarakat tinggi, maka MI Miftahul Huda harus memahami
elemen motivasi apa saja yang dimiliki\masydrakat terhadap sekolah. Dari sini
dapat dikatakan babwa hubungan'pattisipasi masyarakat terhadap sekolah
terjadi secara tinbal balik.

Hubungan ini oleh Armstrong sebagai hubungan yang positif. Dalam
pengertian bahwa meningKathya~motivasi’ akan' menghasilkan produktivitas,
kinerja, dan prestasiNKerja' yang| lebii™bBaik“Benfuk, hubungannya adalah
hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat pada

gambar berikut:

h 4

Motipasi partisipasi Masyarakat Pristasi MI Miftahul Huda

T

GAMBAR4.1

HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI SEKOLAH
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Untuk itu, MI Miftahul Huda berupaya optimal, efektif, dan scofisien
mungkin untuk bekerja dengan prinsip tiga as, yaitu kerja keras, kerja cerdan,
dan kerja ikhlas sesuai dengan visi-misi yang telah dirumuskannya agur
mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Dari data yang diperoleh, peneliti merumuskan dalam beberapa poin
tentang motivasi-motivasi yang mendorong orang tua siswa dan masyarakal
luas berpartisipasi terhadapMI Miftahul Huda. Dan motivasi ini juga
merupakan, bentuk-bentuk upaya, di sisi yang lain, yang dilakukan oleh pihak
badan partisipasi masyarakat dan satuanZpendidikan, untuk mendapatkan
partisipasi dari masyaraka(/luas. Diantara ppaya-upaya yang dilakukao oloh
badan partisipasi masyarakal dan pihak sattan pendidikan untuk memotivasl
partisipasi masyarakat terlindap MUMIflahuPHuda adalah sebagai berikol:

1. Landasan Fllosofis Islami dan Kéunggulan Plus

Motivasi, Partisipasi, Masyarakat Prestasi M1 Miflahul Flude
Berbagai upaya yang telalh dilakukan, oleh pihak komite dan madrasah
untuk meningkatkan! hwtmadrasith dagan memiliki keunggulan plus,
tidak lain adaldh’ upayal untukimendorong, partisipasi masyarakat. Dan
juga, merupakan upaya untuk menjawab motivasi masyarakat, yang
menyekolahkan anaknya karena alasan keunggulan plus. Keunggulan plus
yang dimaksud adalah sekolah yang memiliki mutu sebagaimana sekolah-
sekolah lain pada umumnya, tapi juga memiliki nilai lebih. Nilai lebih
yang dimaksud adalah nilai Islam sebagai landasan filosofis gerakan pada

M1 Miftahul Huda.
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Dan hasil temuan menunjukkan hal tersebut diatas. Bahwa Ml
Miftahul Huda, memiliki keunggulan kompetitif di bidang sains atau
magyarakat menyebutnya dengan ilmu pengetahuan umom den Ml
Miftahul lluda juga terbukti mampu membentuk dan monciptakan
generasi Qurani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang tidak dikotomis
antara ilmu umum dan ilmu agama. Penggunaan istilah ilmu umum
sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ilmu yang bersifat kognitif-
rasional, sementara ilmu_agama lebih bersifat kognitif-rihiyah atau
spiritualitas. Aspek riliiyah-spiritual ini oleh Maslow disebut motivasi
sosial. Penajaman aspek)ini\akan melahirkan sensitivitas sosial (kepekaan
sosial) yang pada gilirannya membentik budaya cinta, kasih sayang dan
diterima sebagai anggota kelonipok sosial. Karena prinsip dasar individu
sebagai manusia adalah'makhluk /sosial. Dengan kesadaran akan diri
sebagai,makhluk sosial, maka masyarakat secara,sadar-pula berpartisipasi
terhadap sekolah karena tanggung jawab sosialnya,'

Faktor kualitas @an faktor agama menjadi daya tarik tersendiri bagi
orang tua siswa ‘yang terutama ‘tidak memilikicwaktu yang luang untuk
mengontrol pendidikan anak di rumah, serta keterbatasan pemahaman
keagamaan orang tua siswa. Dari berbagai temuan di lapangan
menunjukkan bahwa sebagian besar motivasi orang tua siswa
berpartisipasi menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda adalah

terdorong oleh faktor agama. Meskipun sikap dan mental keberagamaan

112 wawancara dengan Romlan (wali siswa) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010



2.

97

peserta didik yang terbentuk di MI Miftahul Huda tidak sebesar di pondok
pesantren, namun orang tua siswa tetap mayakini bahwa faktor agamn
menjadi obat mujarab di samping faktor kualitas.'"

Hasil temuan menunjukkan bahwa faktor agama menjadi peran
kedua tapi menentukan mendorong partisipasi orang (ua siswa terhadap M|
Miftahul Huda, Jika pada sckolah lain yang memiliki tingkat kualitos snnm
dengan M1 Mittahul Huda atau sedikit di atas M1 Miftahul Tudu, muka
masyarakat masih memilih MI_Mifiahul Huda sebagai alternatif’ karonn
pada sekolah lain dinilai’oleh orang tuasiswa sebagai sekolalh yang bukan
berbasis agata. ' >
Kompetitit dan Kualiths-Proses yang Baik

Untuk mendorong masyatrakat agar berpartisipasi terhadap sckolah,
MI Miltabul Huda telah-nielakukan-berbagai upaya. Salah satu upaya yang
dilakukan elgh MK Mifiahul pHudaginiy adalah, untuke mencapai mutu
kompetitif. Mutu kompetitif yang dimaksud adalah sekolah yang memiliki
muiu setara atau memiliKi muty” lebih”"batk ‘dari sekolah-sekolah lainnya,
baik di [ndonesia |atas ‘pun | secara_khushs di-kabupaten Trenggalek
Pentingnya mutu ini kemudian dicantumkan dalam visi M Miftahul Huda,
yaitu mewujudkan madrasah yang handal, Madrasah yang handal adalah
madrasah yang memiliki keseimbangan antara kualitas in put, proses, out
put, dan out came kompetitif dan sejajar dengan sekolah lain atau memiliki

kualitas uggul. MI Miftahul Huda ke depan diharapkan dapat disejajarkan,

M Wawancara dengan Siti ( wali siswa ) di Jati, tanggal 11 Nopember 2010

1S Wawancara dengan Endang (wali siswa ) di Jati, 12 Nopember 2(H1()
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sederajat atau bahkan melebihi sekolah-sekolah unggul lainnya di tanah
air. Keunggulan MI Miftahul Huda tidak hanya siswanya mampu
berkompetisi untuk masuk di sekolah-sekolah unggul diatasnya, tapi juga
M! Miftahul Huda meniscayakan keunggulan guru-guru, fasilitas,
pelayanan, dan sarana prasarana lainnya yang terbaik untuk masyarakat.''¢

Madrasah yang kompetitif ini diwujudkan melalui kualitas our put
dan out come peserta didiknya. Kualitas out put dapat dilihat pada prestasi
akademik dan non akademik. Untuk memajukan pendidikan nasional,
pemerintah menetapkar/standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata
pelajaran, Standar kelulusan, Ml Miftahul Huda telah melampau standar
yang ditetapkan pemerintah pada setiapperiode kelulusannya, Pada talun
2007/2008 nilai rata-rata untuk/sémua ingta pelajaran sebesar 7,53, pada
tahun 2008/2009 nilai raia‘rata 7,67, dan tahun 2009/2010 nilai rata-
ratanya 7,83, Sementara untuk dapat.melanjutkan pendidikan lebih lanjut
MI Mifiahul Huda 100% terserap keseluruh sekolah unggul di Trenggalek
Hal ini dapat dilihat pada’gambaf berikut:

Tabel(4.5) PrestasrAkademik

Mata Pelajaran 72007/2008 | 200872009 | 2009/2010
PKN 8,23 8,20 844
B. Indonesia 7,30 7,40 721
Matemmatika 7,21 6,60 7,23
IPA 7,14 7,02 796
IPS — 7,03 8,13 7Y
Qur'an Hadits | 8,00 8,23 829
Aqida Akhlak 8,14 8,40 8,50
Figih ] 8,25 8,15 800

|SKI ALY 7,30 8,00 .

16 grofil MI Miftahul Huda, 2010
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P-EFEE?” L :_.*"6-_90"":]'_":?25?' ’ff 6,95
Nilai Rata-Ratw ] 753 | 767 | 783
Sumber Data. Divlah dart Profile Ml Mifiatnd Huda, 2010

Data ini menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa MI Miftall
Huda, setiap tahunnya meningkat dan sangat baik dan kompetitil' dengan
scl&ﬂuh lainnya di Trenggalck.

Tabel menunjukkan bahwa, pada tahun ajaran 2007/2008, nilsi
rata-rata untuk scluruh mata pelajaran mencapai angka 7,53, untuk taliun
ajaran 2008/2009 nilai rata-rata_mencapai 7,67, dan untuk tahun ajaran
2009/2010, nilai ratg-rata mencapai 27,83. Jika pada sekolah umum
misalnya, memiliki angka gatasrata)siswa untuk seluruh mata pelajaran
sama dengan MI Miftahul Huda, atau pun diatas MI Miftahul Huda, itu
masth dianggap bahwa MI Miftahul Huda lebih tinggi nilai prestasinya.

Hal ini dapat dilihat dari beban belajar dan sebaran mata pelajaran
yang ada di MI_Miftahul Huda Jlika di_SD hanya.memuat 10 mata
pelajaran umum, sementara di Mi Miftahul Huda terdapat tambahan 7

pelajaran. Data dapat dililat-pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Sebaran Mata Pelajardn

N . Kelas

o Mata Pelajaran ] Ii m[IvV]V Vl Jumlah
| | Qur'an Hadits 2 2 2 2 2 1 2] 12

2 | Aqidah Akhlak 2 2 2 2 2 120 12

3 | Figih 2 |2 12222 12
4 [ SKI 2 |2 |2 [ 212 2| i
5 | B.Arab . - - 2 2 2 6

6 | B. Indonesia 6 6 6 6 6 4] 36

7 | Matematika 6 6 6 6 6 6 36
8 | IPA 3 3 3 4 4 4 21
9 | PKN 2 222212 12
10 | IPS 31 313 ala] 4l 2
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11 | Penjaskes 2 2 2 2 2 2 12
12 | Senbudker 2 2 2 2 2 2 12
13 | Komputer - - - 1 1 1 3
14 | Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 12
16 | Bhs. Inggris - - - 2 2 2 6
17 | Qiro'ah/Sholat - - - 1 1 1 3
18 | PBM 2 2 2 2 2 2 12
Jumlah 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 234

Sumber Dala diolah dari Profile Ml Mifiahu! Huda, 2010.

Dan untuk kualitas out putnya dapat dilihat daya scrap poesortn
didik diterima di sekolah unggul setingkat di atasnya. Lulusan MI
Miftahul Huda semuanya terserap pada seckolah-sekolah unggul di
kabupaten Trenggalek baik di MTs.N Mode! Trenggalek, SMP Negeri |
Trenggalek, SMP Negeri 1 Karangan atag pun lainnya.'"’

Pilihan orang|<tha siswa untuk | berpartisipasi menyekolalkan
anaknya di MI Miftahul'Hudatidak hanyal dilihat aspek luarnya sgja. Tapl
juga dilihat dari aspek  yang Jebilr ‘substantif yaitu aspek kualitus
prosesnya..'®

Fasilitas dan lLectak yang Strategis Untuk  mendorong  din
menggerakkan masyafakal ‘agar berpartisipasi tethadap M1 Miftahul Huda,
berbagai upaya‘pun telnh dilakukan=Aspek yang\tidak kalah pentingunya
dengan aspek-aspek yang lainnya adalah aspek fasilitas dan letak yang
strategis. ‘Tidak semua orang tua siswa, memang memasukkan anuknya
dengan melihat aspek ini. Namuon aspek ini menjadi penting khususnya

bagi orang tua siswa yang memiliki tingkat kesibukan dengan molihat

"7 wawancara dengan NN ( wali murid ) di Jati , tanggal 12 Nopember 2010

" wawancara dengan Anis ( wali siswa) di Jati , tanggal 15 Nopember 2010
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aspek ini. Namun aspek ini menjadi penting khususnya bagi orang fua
siswa yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.'”

Di samping itu juga, sarana prasarana menjadi fenomena menarik.
Dimana ada beberapa orang tua siswa yang mengakui bahwa sebelum
memasukkan anaknya di MI Mifiahul Huda, mereka bersama anak-
anaknya yang akan sekolah untuk melihat fasilitas belajar dan
mendaftarkan anaknya di setiap sekolah favorit lainnya di Trenggalek.
Namun ketika mendaftarkan diri di MI Miftahul Huda dan diterima,
anaknya lebih memilih‘di MI Miftahul’Huda ketimbang sekolah favorit
lainnya meskipun ada orang tuayang sudah membayar 100 ribu sampai |
500 rupiah di tempat yang lain. Dan orang tua bijak merelakan pilihan
anaknya menjadi pilihannya/ juga. Setelah ditelusuri ternyata faktor
pendorong bagi anak memilih seildiri -adalah fasilitas (perpustakan yang
dipenuhj dengan buku-buku yang.memikat anak, saranamainan usia anak,
sarana olahraga, dan lainnya).

Pandangan ordng’tua-siswd tentang sarana dan prasarana di Ml
Miftahul Huda dewasa jini tampaknya=tidal, terlalu berlebihan, Anggapan
ini tidak hanya datang dari orang tua siswa dan masyarakat desa Jati sqjn,
tapi juéa dari desa- desa lain dikecamatan Karangan.

Sarana lain yang berpotensi mendorong partisipasi orang tun
menyckolahkan anaknya adalah sarana pelayanan kesehatan padn nnok

Pada unit keschatan sckolah (UKS) misalnya, terdapal peralaton yony

1" wawancara dengan H Musoyo (mantan Kepala SD) di Jati, |5 Nopombor 2010
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memadai (obat-obatan). Karena dengan bersekolah di MI Miftahul Huda,
orang tua siswa, tidak mengkhawatirkan lagi terhadap anaknya, apabiln
mengalami sakit atau musibah di sekolah. Bagi orang tua siswa, yang
ekonominya masih menengah ke bawah, barangkali tidak begitu penting.
Akan tetapi bagi orang tua siswa yang ekonominya menengah ke atas,
persoalan kesahatan anaknya menjadi sesuatu hal yang prioritas.

Di samping aspek sarana dan prasarana, aspek lain yang
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah aspek letak yang
strategis. Aspek ini méhjadi salah safu| faktor pendorong utama bagi
masyarakat berpartisipasi untukimenyekolahkan anaknya di M1 Millahul
Huda, khususnya orang-ua siswa yang fémpat kerja dan lokasi rumnhnyu
tidak jauh dari dacrah—s$ckitat/MI Miftahul Huda. Terutama guru, dan
pagawai kantor disekitapdMI Miftahul Huda. Bagi orang tua siswa yang
berprofesi sebagai, guru,jumlahnya sgkitar 2. %. Hampir.semuanya sebagnl
guru. Begitu jupza bagi pegawai swasta 4 % dan petani 94 %.

Hasil temuan’ (éntang=motivasi‘ordng tua siswa terutama orang tua
siswa sebagni gury dan karyawanndi sekitar-Ml Mifiahul Huda menyntokan
bahwa faktor lain setelah kualitas dan agama adalah letak yang strategis.

3. Terbukti Disiplin dan Mandiri

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul

huda, salah satu upaya yang dilakukan komite dan sekolah adalah

menerapkan kedisiplinan pada sekolah Kedisiplinan M1 Miftahul Huda
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tidak hanya ditunjukkan oleh guru dan karyawannya, tapi juga ditunjukkan
oleh kepala madrasah dan siswanya.

Kedisiplinan dan melati kemandirian siswa, merupakan tradisi
sekolah yang diwariskan Suhadji. Hingga kini, tradisi tersebut diikuti oleh
M. Zuhrofuddin. Tradisi hadir lebih awal untuk memnyambut dan
memberi salam kepada karyawan dan peserta didik merupakan
perwujudan dari pelayanan prima dan bentuk kedisiplinan yang ingin
diterapkan di MI Miftahul Huda.

Dengan hadimya’kepala madrasal di awal waktu secara psikologis
mendorong siswa, guru,;danypegawaiuntuk hadir lebih tepat waktu. Tridisi
ini jika diulang-ulang setiap harinya makda akan melahirkan sikap mental
pada siswa, guru, dan” pegawail Daripak dari perwujudan ini akon
melahirkan budaya sekolaly)yang Jdisiplin. Jika seorang peserta didils
menerapkan sikap. ini di, nunaboya, maka orang tua kewudian merasnkan
manfaat kedisiplinan disckolah terhadap anaknya.

Hasil temuan’ henunjukkaiiRal yang sama, bahwa schagion bosm
oratlg tun siswaNmerashkan Jmanfast=dari=kemandirian dan kedisiplionn
anaknya ketika di rumah. '

C. Pola Kerja Partisipasi Masyarakat
Keberadnan  lembaga partisipasi masyarakat mulai  dari Persatuan
Osang Tun Murid dan Guru (POMG), Badan Pembantu Penyelenggara

Pendidikan (B1°3), Paguyuban Orang Tua Siswa (POS) dan KS/M bagi Ml

' Wwawancara dengan Endang dan Anonim (wali siswa) di Jati, tanggal 12 Nopember

2010
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Miftahul Huda sangat diharapkan eksistensinya. Sebagai lembaga pilar M3,
secara konstitusional KS/M diberi wewenang dengan memiliki empat (ugmw
pokok untuk bersama sekolah meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Badan yang memiliki fungsi sosial yang mendorong dan
menumbuhkan  kesadaran, kepedulian, kepekaan, menggalang dann
masyarakal untuk berpartisipasi terhadap sekolah merupakan konsop
keberadaan madrasah itu sendiri. Karena kelahiran madrasah adalah dari, oloh,
dan untuk musyarakat itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa kelahirun
madrasah, secara umum| ‘Mmerupakan basil |partisipasi masyarakat sccara
swadaya dan swadana.

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Lembagh Partisipasi

Keberadaan partisipasisiasyarakat dalam pendidikan Islam muncul
seiring dengan kehadirar dslam\itu/sefidiridi Indonesia. Masyarakat secara
sadar bahu membahn mendirikananadrasah,.sehingga keberadaan lembaga
partisipasi masyarakat dianggap perlu dan penting.'”!

Sejarah panjarfg=MI=Miftahul’ Huda telah membuktikan bahwa
eksistensi MI Miftahul Huda sebagaimanaytampak sekarang, tidak lepas
dari dukungan masyarakat luas, orang tua siswa yang tergabung dalam
BP3 POS dan KS/M. Bahwa seefektif dan seefisien apapun kepemimpinan
kepala madrasah, jika tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat [uas

maka wajah MI Miftahul Huda tidak seperti apa yang tampak sekarang, '

131 profit MI Miftahul Huda, 2010

122 1pid.
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Sementara untuk keberadaan lembaga KS/M sekarsng perannyn
tidak terlalu besar. Hal ini dapat difahami, mengingat bangunan dasar
badan partisipasi masyarakat telah diletakkan oleh pendahulunya. an
sistem ini di M1 Miftahul Huda sudah berjalan secara normal. Sehingga
keberadaan lembaga partisipasi masayarakat dalam bentuk KS/M dewasa
ini lebih pada menjalankan tugas-tugas sebelumnya dan menjaga citia
serta mempertahankan agar M1 Miftahul Huda ini tetap eksis, kalau bisn
lebih unggul lagi, yaitu bertaraf nasional.

Keberadaan lenthaga partisipasiCniasyarakat ini juga dapat dilihnl
dari Ml Miftahul Hude) pada manajenion pengelolaan madrasaly dengan
menerapkan konsep MBS, Wijud dari] konsep MBS adatah adanyn
lembaga partisipasi masyarakat/diM1 Miflahul Huda yang berjalan sccars
cfektif sesuni fungsi danuugasuya, Di samping partisipasi melalui KS/M,
MT Mifahwbf ludajuga menggalang-komunikasi partigipasi melnlut POS
dan jaringait alumni, Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian,
kemitraan, partisipasi,ketcrbukdan dan akuntabilitas terhadup sckolal.

IndikntotzNbahwa ( lembapa = masih efektif ditunjukkan dengan
partisipasi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di tiga tahun
terakhir mengalami peningkatan. Perkembangan partisipasi masyarakat
menyekolahkan anakuya tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.7 Partisipasi Siswa

Kelas 2008/2009 2005/2010 201072011
L P | Jml | L P | Jml L P Jml

[ 22 | 15 | 37 |16 | 22 | 38 21 19 40
Il 12 | 23 | 35 [ 22 | 15 | 37 16 22 38
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T [ i6 114730 [12[ 2335 [ 21 15[ 2
v 17 [ 15| 32 [16] 14 ] 30 | 12| 23 s
v 10 23] 33 [17[15] 32 ] 16 | 14 30
Vi | t6 [ 1430 [10]23]33 ] 17 | 15 | 3
Jml | 93 | 104 | 197 | 93 [ 112 205 | 104 | 108 | 212
Sumber Data: Diolah dart Profite MI Mifiahnd Hida, 2010 T

2. Kepemimpinan Visioner, lkhlas dan Beretos

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas, faktor penentunya
adalaly leadership (kepemimpinan). Pemimpin adalah lokus utama
sebagaim penggerak, pendorong, penuntun, dan uswah (ditiru).
Muhammad Yusak dan, Subadji' telah_membuka jalan bagi kita semua
khususnya masyarakat muslim dalam mehgelola madrasah, Dua pemimpin
beretos tinggi, bekerja keras;\dansberamal ikhlas.'?

Menurut Suyoro fisik bangunan| bukan jaminan, yang penting
disiplin diciptakan dolu:-Klitatidak"bjsa memaksa masyarakat untuk
memasukkar. sekolah ke MTs. Kita minta dulu buktinya. Bukti itu dapat
dilihat ‘dari "disiplin Vpelaksanaans preses beldjar mengajar. Masuk dan
pulangnya jam berapa™~Apakah/banygk jém kosong atau tidak. Kualitas
lulusannya bdgaimamadamseterusnya: &itagtidak dapat meminta begitu
saja orang tua untuk memasukkan anak-anaknya yang lulus MI Miftahul
Huda ke MTs. Ini bukan zamannya main paksa melainkan membori
kesempatan orang untuk memilih yang terbaik.

3. Berpartisipasi Itu Ibadah dan Meningkatkan Ukhwa
Kenapa BP3, begitu gigih dalam membina MI Miftahul Huda,

tidak lain karena ingin memiliki sebuah madrasah yang mempunyai

12 pokumentasi MI Miftahul Fluda, 2010
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kualitas baik. Sebab madrasah ini adalah merupakan awal yang baik
sebagai media untuk membina anak-anak, meskipun kini sudah ada medin
lain yang lebih dini yaitu TK al-Qur'an. Hal ini tentu akan memberikan
bekal yang cukup baik untuk kelangsungan pendidikan anak-unak kitu di
masa mendatang. Obsesi kami sebenarnya adalah untuk  mengangka
madrasah agar scjajar dengan sekolah setingkat yang lain, yang seluma inl
dinnggap lebib memiliki keunggulan dibanding madrasah. [nsya Allah apn
yang dilakukan sudah mendekati apa yang kami inginkan.

Sama halnya denpan kefua komite, Musiri, saya tekankan kopada
selurull anggota saya witukbudak mencrima gaji dari komite, bahkan sayn
haramkan  untuk  menerimanya, meskipun  peraturan  atau Ul
membolehkan, pengunis_komite \mendapatkan 15% uvang dari partisipasi
siswa. Kami aktil di kontite ito-pengabdian, hal ini saya ingin tiru dewan
kota di AmerikagSerikat. Piastidak pernalimenerima gaji, bekerja baginya
hanya pengabdian kepada masyarakat.

Komite juga Ssélalirfemberikan pemahaman dan penyadaran
terhadap orang tia siswa'bahwa pentinya.parfisipasi pendidikan yang tingi
terhadap M1 Miftahu! Huda. Dan orang tua siswa menyadari hal itu, bahwa
pendidikan bagus, harganya juga harus bagus, hanya satu dua yang
kadang-kadang kurang setuju. Tapi secara mayoritas orang tua siswa
menyadari akan hal itu. Bahwa biaya pendidikan tinggi ini bagian dari
ibadah kita. Karena yang Kita biayai adalah guru-guru dan karyawan yang

belum jelas nasibnya. Kalau guru PNS, ya, sudah cukup mendapatkun gaji,
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tapi kalau guru dan pegawai tidak tetap siapa yang bayar mereka. Mereka
juga belum mampu, masih pas-pasan. Untuk itu, komite sekolah selalu
membangun partisipasi dengan berbagai pendekatan,

Pendekatan dan strategi lain yang digunakan oleh komite dan
sekolah, untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah
adalah menjalin ukhwa. Islam telah mengajarkan kepada kita tentang
konsep ukhwa. Membangun ukhwa dengan memperbanyak silaturahim.
Karena silaturahim memunculkan kebersamaan.

Dua figur M |Zahrofudin dan-Musiri satu visi dan misi (dwi
tunggal) mampu menghantar Ml Miftahul Huda sebagaimana yang kita
saksikan dewasa ini. Keduanya tidak segan-segan dan malu-malu bersama-
sama mendatangi rumah rumah'\orang tua siswa untuk mendapatken
dukungan. Konsep silaturahim diterapkan jolehnya ini untuk membesarkon
MI Miftahul Huda.

Bentuk silaturahim inmi pun dijadikan tradisi hingga sckarang,
Berbagai kegiatan yarig-fiénunjdng proses belajar mengajar, M1 Miflahul
Huda selalul membanguh Rohunikasi ‘dengan/ orang tua siswan lownl
lembaga purtisipasi orang tua siswa yang discbut dengan POS. 'OS dinilnl
oleh orang tua siswa dan satuan pendidikan memiliki peran yang sangol
sirategis. POS oleh MI Miftahul Huda dianggap sebagai satu keluargn
besar yang tidak terpisahken. la bagai dua sisi mata uang. Jika hilang

sehelahnya maka tidak bernilai. Sehingga berbagai momen hari-hatl besar
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nastonal dan keagamaan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegintnn-
kegintan yung sifatnya menjalin silaturahim untuk kebersamaan.
4. Bangun Kemitraan dengan Keterbulaan dan Disiplin

Banyak faktor yang mendorong orang tua siswa berpartisipast
secara aktif pada saat itu, tapi faktor yang paling sensitif dan utama adalah
kepercayaan (amanah). Berbagai penelitian dewasa ini membuktikan
bahwa masyarakat muslim yang ingin mengeluarkan zakat fitrabh misalnya,
khususnya di perkotaan yang tingkat pemahaman dan kesadran agamanya
tinggi lebih cenderung‘mengeluarkan tangsung kepada orang yang layak
menerima, orang tidak;lagi ‘percaya pada lembaga BAZIS (Badan Amil
Zakat Infaq dan Shadaqah). Hal|senada juga disampaikan oleh sebagian
orang tua siswa, yang lenggan/mengeluarkan zakatnya di madrasah, karena
mereka ingin membaginya/secaralangsung kepada orang yang betul-betul
berhak meperimapya.

Faktor kepercayaan (amanah) inilah modal utama yang dimiliki
kepemimpinannya ini“untik-meénggalang partisipasi masyarakat terhadap
MI Miftahul Huda. Indikatomya dapat_dilihat/dari pemanfaatan sumber
dana partisipasi masyarakat. Partisipasi finansial masyarakat pada saaf itu
betul-betul fungsional tepat guna dan tepat sasaran. Dana parlisipasl
masyarakat digunakan sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan
MI Miftahul Huda. Baik untuk biaya operasional sekolah, kescjahternnn
guru dan pegawai, maupun fasilitas-fasilitas yang mendukung prosos

belajar mengajar. Open manajemen atau  akuntabiliti - pengelolonn
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keuangan dari masyarakat inilah kemudian membuat masyarakal atou
orang tua siswa semakin percaya untuk berpartisipasi lebili besur lagi
terhadap madrasah. Tradisi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan
tetap dipertahankan hingga sekarang.

Untuk akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi ini oleh
Suhadji telah meletakaan dasar-Jasar dan sistem pada MI Miftahul Huda.
Ada dua hal yang dibangun yaitu sistem nilai dan sistem manajemen. '”!

Tampaknya sistem ini diteruskan oleh generasi penerusnya hinggu
kepemimpinan M. Zuhirofuddin, Sistedy ini kemudian menjadi tradis! di
MI Miftahul Huda. Budaya organisasi dan warga sokolah sesuai dongan
nilai-nilai Islam dalams al-Quran dan"Sunah Rasul, kemudian monjadi
semangat M, Zulrofuddin.

Sementara itu,natnk )\ inenjaga-akuntabilitas, transparanst, dan
demokratisasi pengelolankeuangan, Musiti.menempatkan orang yang ahlf
dalam bidangnya dan kaya, pada posisi bendahara, Langkah ini diambil
menurut ketua kondifc=agar-micnjaga citra negatatif komite. Posisi ni
dipegang vieh "Bidiet) Afandi, \dia™Akuntan /publik, kaya, dan dosen
Brawijaya scbagai bendabara komite. Hal ini tidak lain dilakukan untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komite.

Banyak komite diserang karena mengambil uang partisipasi siswa
dan asal menaikan biaya ataupun pungutan-pungutan tanpa adanya

pemahaman dan penyadaran terlebih dahulu. Inilah kita hindari dan kita

124 Dokumentasi M1 Miftahul Huda, 2010
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jaga di komite. Jadi masalah pengelolaan keuangan di komite tidak ada
lagi masalah buat komite, karena semuanya terbuka untuk siapa saja bisa
mengaksesnya atau dapat lihat di sana.

Di samping itu, aspek lain yang menjadi strategi gerakan untuk
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah faktor ketckunan,
keuletan, dan kedisiplinan para penggerak partisipasi itu sendiri. Karenn
tanpa ketekunan, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan para penggerak
partisipan tersebut, maka harapan untuk mendapatkan partisipasi tersebut
hanyalah sebuah impidh yang tidakZakan pemnah terwujud menjadi
kenyataan.

Ada hal-hal yang wenarik darmunik dilakukan oleh pemimpin-
pemimpin dalam meningkatkan\produktivitas kinerja stal’ MI Millahulo
Huda, agar produk yang dihasilkan layak’di jual di masyarakal. Salah safuy
hal yang menarik bingga.sampai, sckarang_menjadi tradisi M1 Miftuhul
Huda adalah kepala sckolah hadir lebili awal guna menyambut kadatnagan
guru, siswa, dan pegatwninya=Sulitmemanigibagi pemimpin umuninyn tapl
itulah TaktanysSyung dilakikan, keseharian kepala madrasah dwil M
Zuhrofuddin.

Di MI Miftahwl Huda ini dalam menertibkan siswa menggunukan
sistem sepnk bola, ini yang mungkin sckolah lain tidak ada. Yaitu
memberi kartu kuning bagi bagi siswa yang melanggar tata tertib. Anak
yang sucdah melanggar tata tertib yang sudah dicatat dalam kariu kuning

yang dimiliki sctiap siswa, takutnya bukan main untuk melakukan
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pelanggaran berikutnya. Karena mereka tahu apabila mercka melakukan
pelanggaran berikutnya akan diberikan kartu merah, artinyn merekn harus
keluar. Kint lain yang menjadi orang tua senang, bahkan berebut masuk dl
M1 Miftahul Huda adalah setiap pagi berdiri di depan pintu masuk kelas.
Yang kami lakukan adalah bersalaman dengan semua siswa. Orang tun
melihat kami melakukan itu dengan penuh perhatian, umumnya moroka
senang melihat apa yang kami lakukan, Pada hal pengakuan scbagian
orang tua siswa jarang memperlakukan anak-anknya seperti itu di rumah
morcka. Yang di laKukan sebenarnya di samping silaturahim adalah
meneliti kerapian berpakaign, rambut,“dan lainnya. Hal ini kemudian
menyebabkan orang tua'simpatiks sehingga menyekolahkan anaknya di MI
Miftahul Huda.'*’

Dalam kasus yang lain, M. /Zohrgfuddin dan musiri memberikan
contoh kepada guru dan_murid-muridnya. Suatu sikap, yang menurut
pemimpifpada umumnya adalah suatll sikap yang tidak wajar, yaitu sikap
M Zuhrofuddin menyapuw halaman-sekolah.\Hal ini kemudian mendorong
program Jum'ad“bersth bdpi siswa untuk membepifikan lingkungannya.

Dengan program ini, menjadikan anak menyadari bahwa
lingkungan yang bersih itu sehat, indah, dan apik. Menjadikan enak
penghuninya dalam menerima pelajaran. Siapa pun yang hadir di

lingkungan MI Miftahul Huda ini akan senang dan kerasan,'?"

123 pokumentasi MI Miflahul Huda, 2010

125 fbtd.
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Begitu juga ketun BP3 pada saat itu tanpa digaji, keluar masuk
rumab orang tua siswa untuk memberikan pemahaman dan penyadaran
pentingnyn berpartisipasi terhadap Miftahul Huda.,

Begitu juga halnya Musiri, ketua komite, la memiliki kesempatan
untuk mendapatkan gaji dari komite, tapi kesempatan ini tidak digunakan
untuk kepentingan dirinya, la lebih memilih mengabdikan dirinya untuk
MI Miftahul Huda.

5. Kerangka Totalitas Mewunjudkan-Partisipasi Masyarakat

Upaya untuk mewujudkan cita-cita sekolah bermutu atau memiliki
kualitas kompetitif, MI"Miftahul Huda(telah melakukan berbagai upaya
untuk mendukung tercapainya cita-cita, tersebut. Hal ini melalui sebuah
proses dan tahapan-tahapandyang..panjang dan secara menyeluruh,
Tahapan-tahapan ini —sécara’“internal~ dilakukan melalui perubahan
manajemeny administrasy, jorganisasi,qdan kepemimpinanr Secara eksternal
elemen-elemen yang mempengaruhi meliputi: pemerintah sebagai sistem
penentu kebijakan; masyarakat luas atau orang tua siswa dan siswa ity
sendiri; dan sistem budaya.masyarakat setempau

Tahapan-tahapan yang telah dilajui MI Miftahul Huda merupakan
satu kesatuan sistem yang utuh, Keutuhan sistem ini kemudian dikenal
dengan istilah mutu terpadu (fotal quality). Total quality MI Miflahul
Huda, dapat ditandai dengan semua sistem yang ada dalam MI Miftahul
Huda , yaitu mulai dari kualitas in put (siswa, kepala sekolah, gury,

pegawai), komite, dan POS, hingga pemerintah dan lingkungan setemput
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mendukung sesuai fungsi dan peran masing-masing secara efektif dan
efisien. Jika demikian, maka untuk mewujudkan sekolah menjadi sckolah
bermutu dengan memiliki partisipasi yang tinggi akan terpenuhi.

Berkaitan dengan totalitas proses dan tahapan MI Miltahul Huda
untuk meningkatkan mutu sekolah dan partisipasi tinggi, yang tampak
seperti sekarang ini, tidak lepas dari upaya maksimal, kerja seluruh
komponen masyarakat. Baik pihak sekolahnya, komitenya, masyaruknl
turut serta berpartisipasi, lingkungan mendukung, dan kebijakan
pemerintah yang kondusif. Dan ini merupakan proses yang panjang, dan
semua orang telah mengstahutnya.

Di samping iU, salahf satu raspek yang [ain adalah ospok
keterpaduan. Aspek keterpaduanimulai>dari RA, juga memberikan urtl
penting meningkatnya partisipasi.)Bagi pihak sekolah, keterpadunn tdnk
hanya menguntungkan , dari_aspek berada_dalah satu, kompleks, Akan
tetapi, keterpaduan juga memberikan keuntungan dalam aspek sistom
pengelolaan sekolah; Kusikulum Armiggaran’belanja sekolah, dan lainnya.

Semantdta bagi) drang| tha siswa, “keterpaduan akan memudahkan
orang (ua siswa, lcrutama bagi orang tua siswa yang memilih untuk
menyekolnhkan anaknya, di MI Miftahul Huda karena aspek letak yang
strategis. Dan juga bagi orang tua siswa yang menginginkan anaknya
seperti di RA, sehingga mereka kemudian memasukan anak mereka di MI
Miftahul Fluda.

D. Analisis Data
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Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul Huda Jati
Karangan Treenggalek, penerapan MBS tampaknya juga dapat dicermati
bersama bahwa, berdasarkan pada data yang diperoleh, dapat dijabarkan hasil
penyebaran angket sebagai berikut:

1. Dalam bentuk apakah yang anda berikan kepada MI Miftahul Huda dalam
peningkatan mutu pendidikan?

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden,
diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam cara
berpartisipasi adalah kurang beryariasi katena dari kelima jawaban hanya
tiga jawaban yang menjadi\pilihan gesponden. Schanyak 14 (tign belnn)
responden memilih bentuk partisipasi mereka dengan cara menyumbang
uang. Jumlah ini berarti_eteapai 2% % dari seluruh responden.
Selanjutnya 52 % dari sérmua respendensyaitu sejumlah 25 orang memilih
bentuk partisipasi menywnbang-usulan/gagasan sebagaiscarn berpartisipnsi
mereka. Ini berarti sebagian besar responden atau lebili dari sepuroh
responden memberikan~sumfibafigan” Gsilan/gagasan. Bentuk ini adalah
bentuk termudahNdari bentuk=bentuk laniiya. MNamun demikinn dengan
ikut memberikan usulan berarti ada rasa tanggung jawab dari masynrakal
dalam melaksanakan kegiatan sekolah, Pilihan selanjutnya adalah dengam
cara bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang vang  denpgun
usulan/gagasan  dan gabungan  antara  menyumbang  tenags  dan
usulan/gagasan. Responden yang memilih bentuk ini adalah sejumlal 9

orang atau 19 % dari seluruh responden.  Kesimpulan dari penjelnsan
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tersebut di atas bahwa, sebagian besar responden, yaitu sejumlah 52 % nya
memilih untuk menyumbang usulan/gagasan dalam berpartisipasi, Hal ini
berarti mempertegas uraian di awal, bahwa bentuk partisipasi tidak lagl
diartikan sempit (tidak hanya terbatas pada pembiayaan, pendannon
maupun material). Karena tidak lebih dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak
29 % ikut berpartisipasi dengan carn menyumbang uang. Sclanjutnyn
urutan keliga, yaitu sojumlah 19 % sisanya melakukan partisipasi dengin
carn bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang usulan/gagasan
dengan tenaga dan afitara menyumbang uang dengan menyumbang
usulan/gagasan.

Dalwy usahw melaksanakan program Peningkatan kualitas pendidikan,
bentuk kegiatan apa yang akan/anda lakukan?

Berdasarkan hasil perhitungan. frekuensi dari jawaban responden,
diketahui bahiwa, bentuk-bentuk pardisipasi masyarakat pada tahap
pelaksanaan kegiatan ternyata cukup bervariasi, Sebanyak 22 (sebelas)
responden memilih “dntuk’-dikérjakan bersama antara sekolah dengan
Komite SekolahNHal ini berartiJsejumlah=45 % ‘dari seluruh responden
memilih jawaban tersebut. Selanjutnya S % dari jumlah total responden,
yaitu sebanyak 2 orang memilih bentuk partisipasi dengan membuat
kesepakan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut.
Bentuk selanjutnya adalah dengan diserahkan sekolah dengan dana dari
pemerintah dipilih oleh 2 (satu) orang responden. Prosentase jumlah

tersebut berarti mencapai 5 % dari seluruh responden. Sejumlah 16% darl
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semua responden yaitu sebanyak 8 (delapan) orang memilih jawaban
diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa. Untuk pilihan
jawaban diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite
Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari 12 orang responden. Jumlal in
berarti mencapai 24 % daii seluruh responden. Sedangkan sisanya, yaitu 2
(dua) orang responden atau 5 % dari 48 responden memilih bentuk lain
dalam berpartisipasi. Responden tersebut memilih bentuk partisipasinyn
dengan mengusulkan baik melalui dana APBD 1I, APBD I maupun APPBN
sesuai dengan analisis “Kebutuhannya. ZDari penjelasan tersebut di atas
berarti dapat disimpulkan bahwaisebagian besar responden, yaitu sejumlah
45 %nya memilih untuk-dikerjakan bersama antara sekolal dengan Komile
Sekolah. Hal ini beracti babwa, Komile Sekolah bukanlah sehapul
pelengkap saja dalam sebuahsekolah\namun telah menjadi pariner dalin
melaksanako program, peningkatnnkualitas, pendidikan.  Pililan kedon
yaitu diserabkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite
Sekolah merupakan® Benfuke=padisipasi dani sejumlah 24 % respondon.
sebaginn  besdr Nosponden ) mémiberikan=partisipasinya  dalam  benluk
sumbangan usulan, Sedungkan pada tahap pelaksanaan kegintan bentuk
pattisipasinyn adalah dengan cara dikerjakan bersama antara sekolab
dengan Komite Sckolah,

Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam

pertemuan Komite Sckolah?
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Hasil jawaban responden dijelaskan dalam empat varinbel, ynltu
kchadiran, keaktifan dalmn berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan {lslk
dan kescdinan membayar. Dalam kehadiran diketahui bahwa sebaglon
besar hadir dan menyampaikan pendapat, namun juga ada yang morass
bahwa pendapat tersebut tidak diperhitungkan, Karena menurut moroks
pengambil keputusan ada pada pemegang kekuasaan.

. Apa motivasi andn dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi
terhadap madrasah?

Jawaban responden bervariasi, antuk mendorong masyarakat agar
berpartisipasi terhadapusekolah. Katend) yang digerakkan dan didorong
untuk berpartisipasi terhadap sekolah adalalah masyarakat pedesaan, dan
salah satu ciri masyarakat pedesaan..adalah masyarakat yang kurang sadar
tentang pentingnya duhia’/-pendidikar. Maka untuk menggerakan
kelompek masyarakat model-ini-adalaty dengan menggunakan pendekatan
ideologi dan pendekatan spiritual (pendekatan keagamaan, tapi juga harus
dengan menggunakan pendé€Katan-pendekatan lain. Diantara pendekatan
lain tersebut adalah pendekatan motivasikebbtihan pemenuhan diri (self-
Julfilment). Karena menurut kelompok masyarakat model ini, scmangat
kejuangan dan spiritual, tapi juga perlu mutu yang kompetitif, Dlanturn
langkah-langkah dan strategi adalah dengan menggunakan pendekatan
komunikasi silaturahim. Komunikasi silaturahim dibangun melalul
pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif dilakukan secara langgsung

dari rumah ke rumah orang tua siswa. Langkah-langkah ini ditempuh
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untuk meningkatkan empati masyarakat, khususnya orang tua siswa
terhadap sekolah. Kemudian langkah-langkah dan strategi selanjutnya,
pihak lembaga partisipasi masyarakat dan kepala madrasah membentuk
dua lembaga komunikasi baru dengan fungsi dan tugas yang berbeda, yaitu
lembaga POS dan Humas. POS merupakan sebuah ikhtiar yang secara
khusus membangun komunikasi antara orang tua siswa, guru, murid,
dengan sekolah. Sedangkan Humas di samping sebagai lembaga yang
membantu komite untuk mendorong komunikasi yang harmonis antara
orang tua siswa dengan sekolah’'dan \juga sebaga lembaga untuk
membangun komunikasi-derigan. masyarakat luas. Strategi dan langkah
yang digunakan Humas''untukhmiémbangun komunikasi adalah dengan
melakukan kerja sama déngan berbagai pihak yang saling menguntungkan.
Baik dalam bentuk pefikiran, 'mangjemen pengelolaan sekolah, materi,
dan lainnya.

5. Bagaimana” usaha' yang ‘anda’ lakukan "dalant melaksanakan program
peningkatan mutu pendidikan?

Untuk Mméwtjudkany Mpeddidkand._"yangA, berkwalitas tersebut
dibutuhkan sistem totalitas administrasi dan totalitas kualitas proses.
Totalitas sistemik administrasi dan organisatoris Sementara untuk totalitas
kualitas proses mewujudkan pendidikan yang bermutu dan partisipasi
tinggi.

E. HASIL ANALISIS
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Berdasarkan analisis tersebut, maka upaya peningkatan mutu
pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung program sekolah
dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda
menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ml Miftahul Huda membentuk lembaga partisipasi masyarakat sebagai
implementasi MBS yaitu POS (Paguyupan Orang Tua Siswa, Komite
Sekolah, Alumi dan Humas yang masing-masing lembaga memiliki peran
dan tugas masing-masing.

2. Dari hasil wawancara dengan ofang tua dan komite madrasah di dalam
Paguyupan Orang tua Siswa (BOS) dapat-teridentifikasi beberapa hal, baik
berupa harapan, keinginan, keébutulian, fmaupun potensi-potensi bersama
dan kesepakatan-kesepakatan jantara sekolah dengan orang tua dan
masyarakat untuk mendukyng program-sekolah dalam rangka MBS. Pada
umumnya orang tua dan masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi
untuk memajukan’ dan ‘menmgkatkan “program “sekolah yang akan
dikembangkan, Hal | teiSebut ddpat, ferlihat dengan berbagai bentuk
partisipasi ordngs (A~ dan”Thasyarakat, séstail dengan kemampuan yang
dimilikinya masing-masing, baik partisipasi material maupun non-material,
sebagai berikut:

a) Partisipasi awal tahun pelajaran 2010/2011 dari siswa kelas I sampai

dengan kelas V1 adalah 100% SPP masuk.
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b) Terdapat donatur bagi siswa yang kurang marapu sekitar 7% dari jumlah
siswa 212, dengan rincian sebagai berikut: 2 orang yatim, 4 orang PHK,
6 orang wiraswasta (kategori tidak menentu), 3 orang pedagang kecil.

¢) Hasil belajar dari 15 siswa yaog kurang mampu nampak heterogen, 6
orang dari segi akademik meningkat, 11 orang meningkat pada sisi
penyaluran bakat, seperti olahraga, pesantren/agama, keterampilan,
kesenian (menggambar dan menart).

3. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan program
sekolah dapat memberikan mofivasi dan tanggung jawab orang tua dan
masyarakat dalam mensukseSkan program sekolah tersebut dengan baik.
Partisipasi orang tua dan' masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas
terutama yang menyangkut /Kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas
pendidikan, pengadaatt, biaya| -pendidikan, dan aspirasi-aspirasi yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di
sekolah disampaikan dalamiPOS. Seldif itu sekolah berisaha menjaga dan
memelihara kondisi «pembelajaran\ Sckolah sesuai dengan tuntutan
minimum. Keteérlibatan) frang “tua dalam.mendiikung program sekolah
tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

a) Kepedulian orang tua terhadap pembinaan dan belajar siswa meningkat
hampir 10% dari hasil belajar siswa.

b) Bentuk iuran dari orang tua murid sebesar Rp. 20.000,00 per siswa
dapat membantu kenaikan honor guru dan dapat membantu setiap

kegiatan kreativitas siswa, seperti pada lomba tingkat kecamatan.
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4, Membahas laporan pelaksanaan program sckolah yang telah dilaksanakan
merupakan kegiatan penting untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah disertai analisis
faktor-faktor penyebabnya. Materi pengendalian dan evaluasi yang
diselenggarkan mencakup kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan
kepala sekolah, mutu belajar mengajar, termasuk kinerja mengajar guru,
hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, pemanfaatan sumber

daya dan dana sekolah.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sebagaimana pada rumusan masalah, tujuan umum, dan tujuan khusus
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejavhmana partisipasi masyarakat
terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda.

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara mendalam
terhadap sejumlah dokumen) hasil observasi, angket dan wawancara MI
Miftahul Huda, maka dari hasil penelitian ini secara umum menunjukkan,
bahwa MI Miftahul Huda merupakatt sekolah yang memiliki kualitas unggul
dan memiliki partisipasi yangtinggi.

Sementara hasil penelitian | ini/ secara khusus akan menjawab tiga
rumusan masalah penting, yaitu: pertama, bentuk dan lembaga partisipasi
masyarakat di’ MI Miftahul Huda; kedua, upaya lembaga partisipasi
masyarakat untuk mendorong masyarakat/berfpartisipasi terhadap madrasah;
dan ketiga, pola kerja lembaga partisipasi- masyarakat dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Untuk itu pada kesimpulan ini juga akan diuraikan tiga
jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah tersebut di atas sebagai
berikut:

1. Bentuk Lembaga Partisipasi Masyarakat di MI Miftahul Huda
Temuan menunjukkan bahwa di MI Miftahul Huda, bentuk

partisipasi masyarakat terhadap madrasah diwadahi dalam empat lembaga
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partisipasi, yaitu:

a. Partisipasi masyarakat luas atau stakeholders (pengusaha, masyarakat,
orang tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan
lainnya) terhimpun dalam Komite Sekolah/Madrasah (KS/M). Untuk
komite dibagi dua, yaitu: Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan
Kehormatan (BK), BPH lebih fokus pada persoalan membantu kepala
sekolah bersama-sama mengelola keuangan sekolah yang transparan,
akuntabel dan demokratis, dan menyadarkan masyarakat pentingnya
berpartisipasi. Sementara badap kehormatan KS/M kontribusinya lebih
pada pengembangan pémikiran Kurikulum, proses, dan pemberdayaan
SDM.

b. Partisipasi orang tua |siswa.seCara.khusus terhimpun dalam lembaga
partisipasi orang tua wali-yang-disebut-dengan Paguyuban Orang Tua
Siswa (POS), Lembagapini~secara khusﬁs dibentukeoleh komite dan
sekolah sebagai upaya dan strategi untuk menghilangkan citra negatif
komite, yang kesannya hanya juru tagih sekolah dan melegitimast
kebijakan kepalal sekolah..Sehingga.P@S dinilai‘sangat efektif untuk
menggalang dana, jasa, barang, dan bentuk materi lainnya dari orang
tua siswa.

c. Partisipasi alumni. Wujud konkrit partisipasi ini di samping materi, tapi
juga lebih ditekankan pada publikasi dan pencitraan (boulding image).

d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk patnership atau kerjasama yang

mendukung program MI Miftahul Huda yang saling menguntungkan
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melalui public relation (humas). Wujud partisipasi ini ditekankan pada
aspek membangun relasi dan komunikasi kepada semua pihak yang
berkepentingan untuk kemajuan bersama yang saling menguntungkan
(simbiosis mutualisme).
2. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat
Komite dan madrasah melakukan berbagai upaya-upaya dan
langkah-langkah strategis untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi
terhadap sekolah. Secara garis besar ada dua langkah strategis yang
digunakan untuk menggerakkan dan “mendorong masyarakat agar
berpartisipasi terhadap MIMiftahul Huda, yaitu:

a. Pendekatan bahasa Agama dan ideologi Pendekatan ini digunakan
untuk memberikan | “pemahaman, penyadaran, dan pentingnya
partisipasi masyarakat ‘\terhadap-lembaga pendidikan Islam. Dua
pendekatan jini, dinilai Jebih-efektif dan lebibvmudah antuk mendorong
masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah. Faktor ini mermiliki
implikasi postitif dan“Sangat cfektif. Atas nama agama orang rela
bekorban apa;saja yang ia milikiyhingga.diti sekalipun.

b. Pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (self-fulfilment) atau
pendekatan mutu, Pendekatan ini digunakan untuk menggerakkan dan
mendorong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan
pemahaman yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Bahwa masalah
kualitas mutu merupakan harapan dan pilihan semua orang. Tidak ada

satu pun manusia memilih memasukkan anaknya pada suatu lembaga
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apapun tanpa memilih faktor kualitas mutu, Semua orang tua yang
memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai agent
perubahan (the change of imowledge) dan ilmu pengetahuan sebagai
energi kekuatan (the power of knowledge) bagi putra putrinya, maka
masalah biaya tidak menjadi persoalan fundamental untuk memilih
sekolah-sekolah yang bermutu dengan partisipasi tinggi. Tipe
masyarakat model ini, melihat bahwa anak adalah investasi yang tidak
ada nilainya dengan materi lainnya. Sehingga mereka mengeluarkan
biaya sebesar apapun, merekd rela, puas, dan senang. Akan tetapi
mereka menaruh harapan besar dan selalu menuntut bukti terhadap Ml
Miftahul Huda yang menawarkangjamiran mutu.
3. Pola Kerja Lembaga Partisipasi Masyarakat
Pola kerja lembaga-partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
mutu pendidikan sebagai sekolah yang memiliki kualitas unggul dan
memiliki ttngkdt partisipasi yang tinggi‘dapat dilihat'dua‘aspek, yaitu:

a. Aspek totalitas sistemi“administfasi pengelolaan sekolah, tidak hanya
diterapkan dalani saty, unit,sub §iSteth @Manajemen saja, tapi totalitas
sistem administrasi adalah penerapan sistem administrasi secara
kesuluryhan, Penerapan ini dilakukan mulai dari sub-sub sistem atau
unit terkecil, hingga pada sub sistem atau unit yang terbesar, yaitu
mulai dari sistem administrasi organisasi komite dan madrasah, sistem
administrasi tata usaha, manajemen, kepemimpinan, pengambilan

keputusan, humas, dan peserta didik.
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b. Aspek tahapan-tahapan totalitas kualitas proses pengelolaan MI
Miftabul Huda, sebagai upaya mewujudkan sekolah unggul
berpartisipasi tinggi adalah lebih ditekankan pada proses pencapaian
mutu sesuat tahapan-tahapan dan berjalan secara seimbang serta secara
totalitas. Baik pada tahapan kualitas input, kualitas proses, kualitas
output, dan kualitas out comenya. Kualitas-kualitas ini kemudian
diharapkan akan memberikan manfaat dan dampak positif, bagi komite
dan madrasah, orang tua siswa dan siswa itu sendiri, dan masyarakat
serta lingkungannya.| Hal imi dilakukan untuk mencapai mutu dan
adanya jaminan mutu. dika aspek ini terwujud, maka secara otomatis
akan memberikan efek positif terhadap peningkatan partisipasi
masyarakat terhadap| sekolah/tersebut, [dan mutu pun akan selalu
terjaga.

B. Saran-saran
Pada bagian ini akan diberikan beberapa catatan-catatan penting.

Catatan-catatan ini, menurdt=peneliti dianggap “perlu untuk disampaikan

kepada semua pihak yang berkepentingaa.

1. Lembaga partisipasi masyarakat MI Miftahul Huda hendalmya selalu
membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang bisa dikategorikan
sebagai sekolah unggul berpartisipasi tinggi. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar keunggulan sekolah-sekolah lain non
madrasah. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan sekolah lain,

suatu lembaga Khususnya MI Miftahul Huda, dapat merumuskan langkah-
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langka strategis untuk menentukan arah perubahan lebih awal. Hal ini
perlu dilakukan mengingat sebagian orang tua siswa selalu membanding-
bandingkan sekolah di tempat yang lain, kemudian dijadikan dasar untuk
memilih sekolah mana yang layak untuk menyekolahkan anak mereka.

2. Untuk madrasah yang tingkat partisipasi dan berkualitas rendah, dapat
dijadikan alat evaluasi untuk merubah dan mengembangkan
sekolah/madrasah ke depan sebagai sekolah binaan M! Miftahul Huda atau
khusunya lembaga yang berkepentingan, sehingga madrasah bersangkutan
dapat melakukan pembaruan-pembaruan sgcara fundamental dan totalitas
untuk meningkatkan mutu‘pendidikannya.

3. Komite dan madrasah, perlu berikhtiar lebih jauh lagi melakukan langkah-
langkah strategis, khususnya menggerakkan dan mendorong kelompok
masyarakat luas yang belum ~tergarap—secara optimal, sebagaimana
pengalaman yapg dilakukan-selama)ini;“perlaymemilikipeta masyarakat
miskin dan dijadikan sebagai daerah binaan, Atau juga membuka kelas
khusus untuk anak jenius dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat
elit. Dan jugal sati kelas “khusus “bagi.masyarakat\miskin yang tidak
menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda, anak berprestasi yang
betui-betu! tidak mampu secara ekonomi kemudian mencarikan donatur
tetap untuk berpartisipasi.

4. Untuk menggerakkan dunia usaha agar berpartisipasi terthadap MI Miftahul
Huda, maka tidak hanya di digunakan pendekatan bahasa Agama dan

ideologi, tapi perlu menggunakan pendekatan bahasa kekuasaan. Sehingga
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untuk ketua komitenya perlu ditaruh figur-figur yang memiliki kekuasaan
politik, Karena untuk menggerakan kelompok masyarakat ini diperlukan

pendekatan kekuasaan.
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Lampiran |

DAFTAR ANGKET UNTUK KOMITE MADRASAH
SIFAT TERBUKA/BEBAS

A. Data Pribadi

I. Nama

2. Umur

3. Pendidikan

4, Jabatan dalam komite

1.

Pertanyaan seputar aktififas komité.madrasah,

Dalam bentuk apakah yang and@ berikankepada MI Miftahul Huda dalam
peningkatan mutu pendidikan?

Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikon,
bentuk kegiatan apa yang akan anda lakukan?

Apakah yang binsanya anda lakukan apabila anda diundang dalam
pertemuan Komite Sckelah?

Aps motivasi auda [dalani mendorong masyarakat ikut berpartisipasi
terhadap madrasah?

Bagaimana useha yang anda lakukan dalam melaksanakan program

peningkatar mutu pendidikan?



Lampiran 2

DAFTAR ANGKET UNTUK WALI MURID
SIFAT TERBUKA/BEBAS

A. Data Pribadi

I. Nama

2, Unmur

3. Pendidikan

4. Pekerjaan

B. Pertanyaan wali murid.

Dalam bentuk apakah yang anda bérikankepada MI Miftahul Huda dalam
peningkatan mutu pendidikan?

Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan,
bentuk kegiatan apa yang akan anda lakukan?

Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam
pertemuan Komite Sckelah?

Apa motivasi anda ' dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi
lerhadap madrasah?

Bagaimana usaha yang anda lakukan dalam melaksanakan program

peningkatan mutu pendidikan?
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Nomor : 045/PPs-MSI/11/2011 Yogyakarta, 4 Februari 2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth:
Kepala Sekolah MI Miftahul Huda, Jati, Karangan
Di
Trenggalek

Assalamu’alaikum Wr.Wh

Program Pascasarjana (5-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia”Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Isnen
NIM : 08913172
Konsentrasi : Pendidikan| Islam

adalah Mahasiswa Program Pdscasarjana Magister Studi Islam Fakultas
Ilmu Agama Islam  Universitas Islam_Indonesia dan saat ini yang
bersangkutan sedang dalam proses penyelegsaian Tesis dengan judul:
“Partisipasi Masyarakat terhadap| Peningkatan Mutu Pendidikan
(Studi Analisis terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di MI Miftahul HudayJati,JKarangan~TIrenggalek)".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkytan jgupa melakukan penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpint

Demikian permohonan iniNdisampaikany atas perbatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

e
v6ekrataris Program,

1l

'\’/-‘. Syarif Zubaidah, M.Ag(.



LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA JATI
Desa Jati Kec. Karangan Kab. Trenggalek

SURAT KETERANGAN
Nomor: MI/47/B-2.A-1/11/201 1

Berdasarkan Surat Ketua Program S2 Magister studi Islam Universitas
Islam Indonesia (MSI-Ull) Yogyakarta tanggal 4 Februari 2011, kami telah
memberi ijin untuk mengadakan Penelitian (Research) dengan judul
"PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN (Studi Analisﬁedﬁdﬂ)ﬁhp?rentasi Manajemen Berbasis
Sekolah di MI Miftahul Huda Jati n 13 nggalek)” kepada :

Nama : Isnen
NIM : 089131
Konsentrasi : Pendidik

Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian (Research) di Madrasah

kami pada tangeh] ShYophbeo4alipm Pergatizy pefeméerafim,

Demikaian Surat KJeggL-nAlek dapatnya dipergunakan
sesmmereinfND ONE SIA

Tﬁn@k 2 Februari 2011
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